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MOTTO 

نْفُسِهِمْ 
َ
رُوْا مَا بِا ى يُغَي ِ

رُ مَا بِقَوْمٍ حَته ا يُغَي ِ
َ
َ ل  اِنَّ اللّٰه

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum 

hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.” 

(QS. Ar-Ra’d: 11) 

 

“Tiada kesuksesan tanpa kerja keras, tiada keberhasilan tanpa 

kebersamaan, tiada kemudahan tanpa doa” 

(Ridwan Kamil) 

 

“Mampu keluar dari ruangmu adalah bagian dari prosesmu” 

(Penulis) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang 

ditanda tangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat 

digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad keabjad yang 

lain. Adapun transliterasi arab-latin merupakan penyalinan huruf 

arab dengan huruf latin beserta perangkat-perangkatnya. 

a. Konsonan 

Huruf  

Arab  

Nama  Huruf Latin  Nama  

 Alif  Tidak أ 

dilambangkan  

Tidak 

dilambangkan  

  Ba b Be ب  

  Ta  t  Te ت  

 Sa  s  Es (dengan titik ث  

diatas )  

  Jim j Je ج  

 Ha  h  Ha (dengan titik ح  

dibawah)  

  Kha  kh  Ka dan Ha خ  

  Dal  d  De د 

 Dzal  dz  De dan Zed ذ 

  Ra   r  Er ر

  Z  z  Zet ز 

  Sin  s  Es س  

  Syin  sy  Es dan Ye ش  

 Shad  ṣh Es (dengan titik ص 

dibawah) dan ha 
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 Dad  ḍ  De (dengan titik ض 

dibawah)  

 Ta  ṭ  Te (dengan titik ط 

dibawah  

 Za  ẓ  Zet (dengan titik ظ 

dibawah)  

 ain  ‘  Koma terbalik‘ ع 

(diatas)  

  Gain  g  Ge غ 

  Fa  f  Ef ف  

  Qaf  q  Ki ق  

  Kaf  k  Ka ك 

  Lam  l  El ل 

  Mim  m  Em م 

  Nun n  En ن 

  Wau w  We و 

  Ha  h  Ha ھ 

  Hamzah    apostrof ء 

  Ya  y  Ye ي 

 

b. Vokal 

(1) Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab  

Nama  Huruf Latin  Nama  

 ـَ  
Fathah  A  a  

 ـِ  
Kasrah  I  i  

 ـُ 
Dammah  U u  
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(2) Vokal Rangkap 

Huruf 

Arab  

Nama  Huruf 

Latin  

Nama  

  Fathah dan ya  Ai  a dan u ..يْ.  َ  

  Fathah dan wau  Au  a dan u ..وْ.  َ  

 

c. Vokal Panjang (Maddah) 

Huruf Arab  Nama  Huruf 

Latin  

Nama  

 ... ا ـَ
Fathah dan 

alif atau ya 

ā  a dan garis 

di atas  

 ... ى ـِ
Kasrah dan 

ya  

ī  i dan garis 

di atas  

 ... و  ـُ
Dammah 

dan wau  

ū  u dan garis 

di atas  
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ABSTRAK 

Kesepakatan dalam perjanjian kerja seorang anak yang 

bekerja di tempat usaha milik orang tuanya, menjadi hal yang 

penting untuk dilaksanakan, sebagai upaya menghindari adanya 

masalah dan konflik antara anak dan orang tua. Pengupahan yang 

diberikan kepada anak dalam bentuk dan besaran yang beragam, 

sehingga tidak ada kepastian ukuran yang sesuai. Penelitian ini 

fokus mengkaji terhadap praktik pengupahan kerja bagi anak yang 

bekerja pada orang tuanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu bagaimanakah sistem pengupahan kerja seorang anak di 

tempat kerja milik orang tuanya di Kecamatan Tawangharjo dan 

bagaimanakah analisis terhadap sistem pengupahan kerja seorang 

anak di tempat kerja milik orang tuanya di Kecamatan 

Tawangharjo berdasarkan perspektif hukum islam. 

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan jenis data kualitatif yang 

diperoleh dari 15 (lima belas) sampel penelitian. Metode 

analisisnya yaitu deskriptif kualitatif melalui reduksi data, 

penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa upah kerja yang diberikan telah sesuai dengan perjanjian 

kerja. Perjanjian kerja harus memuat ketentuan pekerjaan dan upah 

baik itu secara tertulis maupun lisan. Perjanjian kerja seorang anak 

di tempat usaha milik orang tuanya dilakukan secara lisan dengan 

menyebutkan ketentuan kerja dan pengupahan. Sedangkan 

pekerjaan yang dilakukan dengan niat membantu tidak ada 

perjanjian kerja maupun pernyataan upah sehingga tidak ada 

kewajiban pemberian upah secara pasti. Pengupahan dalam hukum 

islam dilaksanakan menggunakan akad ijarah, sehingga rukun dan 

syaratnya harus terpenuhi. 

Kata kunci: Praktik, Upah, Pekerjaan 
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ABSTRACT 

The agreement in the employment agreement for a child who 

works in a place of business owned by his parents is important to 

implement, as an effort to avoid problems and conflicts between 

children and parents. Wages are given to children in various forms 

and sizes, so there is no certainty about the appropriate size. This 

research focuses on examining the practice of remuneration for 

children who work for their parents. The formulation of the 

problem in this research is how is the remuneration system for a 

child's work in the workplace owned by his parents in Tawangharjo 

District and how is the analysis of the remuneration system for a 

child's work in his parents' workplace in Tawangharjo District 

based on the perspective of Islamic law. 

The type of research in this writing is field research with 

qualitative data types obtained from 15 (fifteen) research samples. 

The method of analysis is descriptive qualitative through data 

reduction, data presentation and conclusions. The results of the 

study show that the wages given are in accordance with the work 

agreement. The work agreement must contain terms of work and 

wages both in writing and verbally. The employment agreement for 

a child in a place of business owned by his parents is made orally 

by stating the terms of work and wages. Meanwhile, work done 

with the intention of helping does not include a work agreement or 

a statement of wages, so there is no obligation to give definite 

wages. Remuneration in Islamic law is carried out using an ijarah 

contract, so that the pillars and conditions must be fulfilled. 

Keywords: Practice, Wages, Employment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ekonomi masyarakat merupakan hal yang harus 

diperhatikan dan diprioritaskan dalam kehidupan bernegara. 

Pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat menentukan prestasi 

suatu negara terhadap perkembangan perekonomian.1 Dalam 

perkembanganya, persaingan usaha terbentuk dan meluas untuk 

menuju terciptanya ekonomi yang lebih baik. Kehidupan 

perekonomian meluas ke berbagai aspek di segala bidang, baik 

itu industri, teknologi, energi maupun pangan. Gejolak ekonomi 

di masa yang tidak menentu ini, pihak pemerintah telah 

mengupayakan, mengusahakan dan menghimbau untuk para 

pihak melakukan kegiatan usaha mulai dari rintisan usaha kecil 

dan menengah. 

Industri perusahaan-perusahaan besar juga dituntut untuk 

memberikan peluang kerja yang seluas-luasnya kepada 

masyarakat demi menghindari adanya pengangguran. 

Perusahaan besar juga dituntut untuk bersaing secara global 

dengan meningkatkan dan mempertahankan kualitas yang 

unggul terhadap produk yang diciptakan. Persaingan global 

tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar baik itu milik 

negara maupun swasta, namun persaingan tersebut juga 

dirasakan oleh pengusaha-pengusaha kecil dalam lingkup 

UMKM. Hal tersebut dikarenakan cerdasnya seorang 

konsumen dalam memilih produk yang disukai, sehingga 

menuntut kepada semua pelaku usaha untuk bersaing dalam 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan dari konsumen. Situasi 

tersebut memaksa pengusaha kecil dan menengah untuk 

mengupayakan menjajaki pemasaran secara global melalui 

media-media pemasaran modern, diantaranya banyak dari 

 
1 Eko Sudarmanto, dkk., Ekonomi Pembangunan Islam (Medan: Yayasan Kita 

Menulis, 2021), 14. 
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mereka yang sudah melakukan pemasaran barang ataupun jasa 

melalui media sosial.2 Dewasa ini pengusaha kecil menengah 

sampai ke perusahaan industri besar bersaing secara nyata 

untuk menghasilkan kualitas produk yang unggul dan menarik. 

Kualitas sebuah produk menjadi prioritas yang mendasar, 

akan tetapi dalam sebuah kegiatan usaha juga harus memiliki 

pekerja-pekerja dengan sumber daya manusia (SDM) yang 

unggul dan menguntungkan. SDM yang unggul dinilai 

berdasarkan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman kerja. 

SDM yang unggul sangat dicari oleh perusahaan maupun 

pelaku usaha untuk mendukung kualitas produk yang 

dihasilkan, selain itu pekerja dengan kualitas SDM yang unggul 

dinilai tidak akan merugikan perusahaan karena upah yang 

diberikan dianggap seimbang dengan apa yang dihasilkan 

dalam manajemen maupun produksi. Kualitas kinerja seorang 

pekerja oleh para ahli juga disebut sebagai prestasi kerja, hal itu 

dikarenakan kinerja merupakan perilaku yang nyata dilakukan 

seseorang dalam memenuhi tanggungjawabnya sebagai 

karyawan dalam prestasi kerja yang dihasilkan.3 

Pekerja yang menguntungkan juga dinilai menjadi faktor 

penting dalam kegitan usaha, salah satu contohnya adalah 

pekerja yang tidak terikat oleh upah atau bayaran, seperti hal 

nya kerabat keluarga yang lebih mementingkan sikap tolong 

menolong dari pada mempermasalahkan besaran upah. Hal 

tersebut tentu masih banyak dijumpai dalam kegiatan usaha 

kecil maupun menengah, akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi 

perusahaan karena upah kerja seseorang dinilai dari kualitas 

kinerjanya. Secara operasional kinerja karyawan merupakan 

usaha seseorang untuk mencapai tujuan melalui produktifitas 

kerja yang dihasilkan baik secara kualitas maupun kuantitas 

 
2 Hadion Wijoyo, dkk., Digitalisasi UMKM (Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 

2020), 24. 
3 Ni Kadek Suryani, dkk., Kinerja Sumber Daya Manusia, Teori Aplikasi dan 

Penelitian (Badung: Nila Cakra, 2020), 2. 
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Kegiatan usaha kecil dan menengah seperti kegiatan 

produksi, toko, warung-warung usaha dan tempat makan 

memberikan peluang kerja kepada kerabatnya seperti keluarga, 

teman, saudara bahkan anaknya sendiri. Beberapa dari mereka 

bekerja dengan niatan membantu atau menolong demi 

tercapainya usaha yang berkembang dan sukses. Tidak sedikit 

dari mereka pelaku usaha untuk memberikan kesempatan dan 

peluang kerja kepada anak mereka sendiri dengan maksud 

belajar dan berkembang, agar nantinya seorang anak mampu 

meneruskan usaha orang tuanya. 

Kecamatan Tawangharjo merupakan salah satu 

kecamatan di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, 

yang sebagian besar kegiatan produksi merupakan usaha kecil 

dan menengah. Banyak dijumpai di daerah tersebut para pelaku 

usaha mempekerjakan kerabat, saudara dan tetangganya sendiri 

sebagai wujud saling membantu dalam kerukunan. Beberapa 

dari mereka pelaku usaha juga melatih anak untuk bekerja 

sesudah lulus dari pendidikan sekolah ditempat mereka sendiri, 

hal tersebut dinilai lebih efektif baik dari kegunaan maupun 

manfaat. Keberadaan lapangan pekerjaan yang kurang merata 

juga menjadi faktor kondisi dan situasi tersebut. 

Prinsip sosial kemasyarakatan di daerah Tawangharjo 

sangat mempertahankan dan mengutamakan nilai-nilai 

kekeluargaan. Berkumpul dan berbagi kasih dengan keluarga 

menjadi kebahagiaan utama dari beberapa aspek yang ada, hal 

itu memotivasi untuk saling membantu, menolong dan 

memberikan pekerjaan agar tidak timbul terjadi pengangguran 

yang mungkin mengakibatkan sesorang untuk bekerja jauh 

diluar kota sehingga berpisah dengan keluarganya. Hal itu juga 

berlaku untuk anak-anak mereka sehingga patut untuk 

dihindari. Permasalahan yang muncul oleh pelaku usaha yang 

memberikan pekerjaan untuk anak mereka sendiri antara lain 

kurangnya motivasi untuk maju dari seorang anak karena 

sebagian besar usaha dan manajemen dikontrol orang tua, 

sehingga anak sulit untuk berkembang. 
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Status anak dalam bekerja di tempat orang tuanya juga 

belum tergambar secara jelas, yaitu bagaimana status anak 

tersebut yang bekerja di tempat usaha milik orang tua mereka 

sendiri, apakah seperti karyawan pada umumnya yang memiliki 

upah dan gaji dengan standar karyawan atau sebagai seseorang 

yang membantu merintis usaha keluarganya dengan upah secara 

sukarela, atau bahkan dianggap sebagai orang yang istimewa 

dengan upah sesuai yang ia inginkan, hal tersebut tentu 

berbeda-beda berdasarkan keputusan dan keinginan yang di 

ambil oleh orang tua mereka sebagai pelaku usaha. Di samping 

itu status seorang anak yang bekerja di tempat usaha milik 

orang tua mereka, penting dan perlu dibahas lebih lanjut untuk 

dapat menentukan upah yang sesuai agar tidak terjadi timbul 

permasalahan dalam lingkup intern keluarga, yang tentu hal 

tersebut akan berdampak pada kegiatan usaha yang 

dijalankannya. 

Berbagai problem yang terjadi atas ketidaksesuaian upah 

anak di tempat kerja milik orang tuanya, sering kali terjadi 

diantaranya mereka akan lebih memilih untuk bekerja di tempat 

lain yang lebih jelas upahnya bahkan bisa untuk kebutuhan 

hidupnya tanpa membebani usaha orang tuanya, sebaliknya 

upah yang tinggi juga akan menjadikan usaha tidak stabil 

sehingga dapat mengalami kerugiatan, keuntungan tidak pasti 

dan bahkan dapat mengalami kebangkrutan dalam usahanya. 

Pengupahan yang dilakukan sesuai pada umumnya karyawan 

juga dinilai kurang efektif karena kerja seorang anak juga 

kurang maksimal, sehingga perlu adanya suatu akad dan 

perjanjian kerja pada umumnya dengan memperhatikan 

berbagai aspek melalui pembahasan lebih lanjut. 

Pembahasan mengenai upah kerja tersebut perlu 

diperhatikan berdasarkan perspektif hukum islam mulai dari 

ketentuan tentang pengupahan yang termasuk bagian dari akad 

ijarah yang membahas terkait rukun syaratnya dan peraturan-

peraturan yang telah tercantum dalam hadits Nabi SAW. 

maupun kaidah-kaidah fiqih terkait upah kerja untuk kesesuaian 
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hak-hak dan kewajiban seorang manusia dalam menjalankan 

kegiatan bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Upah kerja sangatlah penting untuk diperhatikan karena hal 

tersebut berkaitan dengan hak seseorang dalam bekerja. Dalam 

bekerja, upah dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup seseorang, baik untuk dirinya sendiri maupun 

keluarganya. Kebijakan dan pengaturan pembagian upah, harus 

dilaksanakan dengan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku.4 

Ketentuan pengupahan bagi anak yang bekerja pada orang 

tuanya juga harus sesuai dengan kesepakatan yang dilaksanakan 

sehingga sama-sama terpenuhi baik hak pekerja yang berupa 

upah maupun hak pengusaha berupa hasil dari manfaat 

pekerjaan. Perlindungan kerja terhadap perkerja juga harus 

dilaksanakan secara adil baik itu kepada anak sebagai pekerja 

maupun kepada pekerja lainya. 

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian 

untuk kajian permasalahan fenomena sistem upah yang 

diberikan kepada seorang anak yang bekerja di tempat usaha 

milik orang tua mereka, berdasarkan perspektif hukum islam 

dan segala perspektif yang ada dengan didasarkan pada keadaan 

kerja sesuai ketentuan dan kewajibanya, sehingga penelitian ini 

dapat bermanfaat sebagai referensi pengetahuan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

dirumuskan beberapa pokok rumusan masalah dalam penulisan 

skripsi ini, yang antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah praktik pengupahan bagi anak yang bekerja 

pada orang tuanya di Kecamatan Tawangharjo? 

2. Bagaimanakah analisis terhadap praktik pengupahan bagi 

anak yang bekerja pada orang tuanya di Kecamatan 

Tawangharjo berdasarkan perspektif hukum islam? 

 
4 Arrista Trimaya, Pemberlakuan, “Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan 

Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”, Jurnal Aspirasi, 

Vol. 5, No. 1, 2014, 12. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan 

skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah 

tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana praktik pengupahan bagi anak yang 

bekerja pada orang tuanya di Kecamatan Tawangharjo. 

2. Mengetahui bagaimana analisis terhadap praktik 

pengupahan bagi anak yang bekerja pada orang tuanya di 

Kecamatan Tawangharjo berdasarkan perspektif hukum 

islam.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai praktik analisis 

permasalahan yang ada di masyarakat sebagai pengetahuan 

yang selama ini hanya didapat secara teoritis. 

2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta 

rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan 

pengetahuan sebagai referensi dan informasi bagi kehidupan 

bermasyarakat. 

 

E. Telaah Pustaka 

Telaah Pustaka merupakan salah satu yang mengkaji 

terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada yang kaitannya 

dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Peninjauan telaah 

pustaka dilakukan untuk membandingkan permasalahan yang 

diteliti dan menghindari duplikasi atau kesamaan dalam 

pelaksanaan penelitian. Judul Penelitian yang telah ditulis 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Skripsi Nur Santi tahun 2020 berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pengupahan Tenaga Kerja Secara Sepihak 

(Studi Kasus UMKM Kolang-Kaling Bapak Tukiman di 

Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)”. 

Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan tentang 

sistem pengupahan di UMKM kolang-kaling di Desa 

Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yaitu dengan 

cara pengupahan borongan berdasarkan hasil menurut adat 

kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat. Dalam 

analisis hukum islam pengupahan tersebut dibenarkan 

menurut syariat, dimana kegiatan mu’amalahnya tidak 

bertentangan dengan syara’ karena telah memenuhi rukun 

dan syarat ijarah. 

2. Skripsi Syaifullah Al Bahri tahun 2020 berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di 

Toko Sinar Grosir Kebonsari”. Dalam penelitian tersebut 

penulis memaparkan tentang perbedaan jam kerja 

karyawan di toko Sinar Grosir Kebonsari, yaitu karyawan 

masuk pagi bekerja selama delapan jam sedangkan yang 

masuk sore bekerja selama enam setengah jam. Walaupun 

terdapat perbedaan jam kerja akan tetapi upah yang 

diberikan sama, hal tersebut dikarenakan waktu sore-

malam lebih beresiko bagi perempuan dan pembukuanya 

juga dilakukan pada malam hari sehingga waktu kerjanya 

dikurangi. 

3. Skripsi Ahmad Syafii tahun 2021 berjudul “Tinjauan 

Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Tetap di 

PT. Fela Tur Travel Kecamatan Demak Kabupaten 

Demak”. Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan 

bahwa sistem upah yang diterapkan pada PT Fela Tur 

Travel dengan sistem pengupahan berdasarkan pencapaian 

hasil kerja dari karyawan, yang terbagi menjadi dua jenis 

upah yaitu upah pokok dan upah tambahan/bonus. Proses 

pelaksanaan pembayaran upah yang di berikan perusahaan 

kepada karyawan yaitu diberikan selama sebulan sekali 

pada tanggal 1 setiap bulanya. 
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4. Jurnal Fuad Riyadi tahun 2015 berjudul “Sistem Dan 

Strategi Pengupahan Perspektif Islam”. Dalam penelitian 

tersebut penulis memaparkan bahwa dalam islam besaran 

upah ditetapkan oleh kesepakatan antara   pengusaha   dan   

pekerja.   Kedua   belah   pihak   memiliki kebebasan untuk 

menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat 

dan cara pembayaran upah dengan saling rela tanpa 

pemaksaan. Tingkat upah minimum dalam Islam harus 

cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja yaitu 

pangan, sandang dan papan. 

5. Jurnal Moh. Mabruri Faozi dan Putri Inggi Rahmiyanti 

tahun 2016 berjudul “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja 

Home Industriperspektif Ekonomi Islam”. Dalam 

peneitian tersebut penulis memaparkan tentang sistem 

pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR 

menggunakan sistem pengupahan borongan yang 

dikombinasi dengan sistem upah menurut hasil. Upah yang 

diperoleh akan dikalikan dengan jumlah hasil produksi dan 

upah yang telah disepakati oleh pengusaha dan tenaga 

kerja, sehingga akan diperoleh upah pokok, tunjangan 

makan dan upah lembur. Jumlah upah yang diperoleh 

tenaga kerja tidak sama dan tidak tetap setiap divisinya, 

karena perbedaan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko 

pekerjaan, tanggung jawab dan jabatan pekerjaan. 

6. Jurnal Ika Novi Nur Hidayati tahun 2017 berjudul 

“Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif”. Dalam peneitian tersebut penulis memaparkan 

tentang besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui 

kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang 

didasarkan pada prinsip keadilan yaitu upah haruslah 

seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam 

hukum positif upah biasanya ditetapkan oleh kedua belah 

pihak dalam perjanjian kerja, dalam peraturan majikan, 

peraturan upah, atau peraturan perjanjian perburuhan. 

Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak 

dibenarkan menghilangkan hak-hak para pekerjanya. 
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F. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian merupakan aspek-aspek atau studi 

mengenai cara yang digunakan dalam memperoleh kebenaran 

dengan penelusuran tata cara tertentu dalam realitas yang 

sedang dikaji.5 Metode penelitian dalam Penelitian hukum pada 

dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode sistematika dan pemikiran tertentu sehingga 

metode tersebut sangat diperlukan dalam penelitian suatu 

permasalahan hukum.6 Berbagai aspek cara yang digunakan 

tersebut dengan tujuan mendapatkan data penelitian secara 

lengkap dan sistematis. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian 

hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang 

menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam 

masyarakat, yang dikonsepkan sebagai priaku nyata 

(actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak 

tertulis, yang dialami seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat.7 Sistem pengupahan kerja seorang anak di 

tempat kerja milik orang tuanya menjadi fenomena yang 

akan dibahas, dengan mengkaji bekerjanya hukum dalam 

pembahasan permasalahan tersebut. Penelitian ini 

merupakan kategori penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang perolehan datanya dilakukan dengan 

terjun secara langsung di lokasi penelitian untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan.8 

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini 

menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu 

pendekatan yang menganalisis tentang  bagaimana sistem 

 
5 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang: Unpam Press, 2018), 5. 
6 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris (Depok: Prenadamedia Group, 2016) Cetakan 1, 16. 
7 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 

2020) Cetakan 1, 80. 
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 1984), 252. 
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norma atau kebiasaan itu bekerja di dalam masyarakat.9 

Pendekatan sosiologis digunakan dalam penelitian 

pengupahan kerja seorang anak di tempat kerja milik orang 

tuanya dengan tujuan menemukan fakta (factfinding) yang 

kemudian dilakukan identifikasi masalah (problem 

identification) dan pada akhirnya mencari solusi dalam 

pemecahan masalah (problem solution) berdasarkan 

peraturan hukum.10 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah data kualitatif yaitu data yang berupa informasi 

yang disajikan dalam bentuk naratif atau kata-kata verbal. 

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan 

data naratif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat di amati.11  Dalam penulisan 

ini, data kualitatif diperoleh dari 15 (lima belas) sampel 

penelitian dengan orang tua sebagai pemilik usaha dan 

anak sebagai pekerja di dalam kegiatan usaha tersebut. 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini 

yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data 

primer merupakan data utama yang diperoleh langsung 

oleh peneliti dari objeknya, sehingga dalam penelitian ini 

sumber data diperoleh dari narasumber orang tua sebagai 

pemilik usaha dan anak sebagai pekerja dalam kegiatan 

usaha tersebut. Sumber data lain yang digunakan yaitu 

sumber data sekunder yang merupakan data yang diperoleh 

dari pihak lain yang telah mengumpulkan data, sehingga 

penulis hanya memanfaatkan sesuai kebutuhannya. Data 

sekunder dalam hal ini berupa peraturan hukum dan 

beberapa kajian pustaka karya ilmiah suatu penelitian 

hukum mengenai upah kerja berdasarkan perspektif 

hukum islam. 

 
9 Muhaimin, Metode, 87. 
10 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu 
Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 51. 
11 Muhaimin, Metode, 28. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini berada 

di lingkup Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan 

yang juga menjadi batasan penelitian agar lebih spesifik 

pembahasanya dan tidak melebar keluar lokasi penelitian. 

Objek penelitian dilakukan di tempat-tempat kegiatan 

usaha seperti toko, warung usaha, rumah makan dan 

tempat produksi serta dapat menjangkau kedalam objek 

lain jika diperlukan dalam penggunaan datanya. 

4. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang menjadi rujukan dalam penelitian 

ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier.12 

a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum 

yang bersifat autoritatif yang berupa peraturan 

hukum islam yang digunakan kaitannya dengan 

penelitian ini. Bahan hukum primer dalam 

penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI No: 

09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Ijarah yang merupakan akad dari pengupahan 

kerja yang dilaksanakan berdasarkan rukun dan 

syaratnya. 

b) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan 

hukum berupa pendapat, doktrin dan teori-teori 

literatur hukum. Bahan hukum sekunder ini 

berupa artikel penelitian, jurnal ilmiah dan buku 

terkait pembahasan upah kerja dan ijarah serta 

wawancara dengan narasumber yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dalam penelitian, yaitu mengenai praktik 

pelaksanaan pengupahan bagi anak yang bekerja 

pada orang tuanya. 

 

 
12 I Ketut Suardita, “Pengenalan Bahan Hukum (PBH)”, Bagian Hukum 

Administrasi Negara Fakultas Hukum (Badung: Universitas Udayana, 2017), 3. 
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c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, baik itu 

melalui kamus hukum, kamus bahasa indonesia, 

ensiklopedia dan sebagainya. 

 

5. Metode Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini 

yang digunakan untuk mendapatkan data secara objektif 

dan fakta yang ada di lokasi penelitian antara lain yaitu: 

a) Wawancara (Interview) yaitu proses tanya jawab 

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 

untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan 

data penelitian yang dilakukan secara bertatap 

muka. Dalam proses wawancara, pewawancara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban 

dan informasi yang relevan dengan masalah 

peneliti. Sebelum melakukan wawancara dengan 

informan, penulis telah menyiapkan instrumen 

wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

terkait dengan upah kerja yang diberikan oleh 

orang tua dan upah kerja yang diterima oleh 

anaknya sebagai pekerja dalam kegiatan usaha 

milik orang tuanya tersebut. 

b) Observasi penelitian ini ialah observasi non 

partisipatoris, dimana observasi non 

partisipatoris merupakan observasi yang 

dilakukan oleh penulis tanpa terlibat langsung 

pada subyek/obyek yang diteliti. Dengan 

demikian penulis mengobservasi melalui 

informasi dari pihak-pihak terkait yaitu anak 

sebagai pekerja dan orang tua sebagai 

pengusaha, sehingga penulis tidak terlibat 

langsung sebagai pelaku dalam objek penelitian. 
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c) Dokumentasi yaitu sumber-sumber tertulis 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. 

Adapun dokumen yang dimaksud adalah data-

data yang berhubungan dengan penelitian ini 

seperti buku-buku, peraturan perundang-

undangan, catatan serta dokumen lainya. 

 

6. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

data kualitatif yaitu deskriptif kualitatif yang merupakan 

analisis yang berupaya menggambarkan bagaimana 

penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum 

pada tataran inconcreto ataupun bekerjanya hukum pada 

realita sosial. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu 

suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan dengan pola hubungan tertentu.13 Penelitian 

dengan pola pikir induktif dimulai dari fakta empiris di 

lapangan. Analisis data di dalam penelitian deskriptif 

kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data yang kemudian hasil penemuan data 

penelitian di lapangan dibentuk ke dalam bangunan teori 

dan hukum, bukan dari teori yang telah ada, kemudian 

dikembangkan dari data lapangan (induktif).14 

Analisis dalam penelitian data kualitatif tersebut 

dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain yaitu: 

reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan 

conclusion drawing/verification (kesimpulan) dengan 

uraian sebagai berikut: 

a) Reduksi data adalah merangkum dengan 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari polanya dan 

 
13 Sutrisno Hadi, Metodologi Resach Jilid 3, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit 

fakultas Psikologi UGM, 2001), 335. 
14 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2006) Cet. 1, 93. 
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membuang yang tidak perlu.15 Proses reduksi 

data ini dilakukan oleh peneliti secara terus 

menerus saat melakukan penelitian untuk 

menghasilkan catatan-catatan inti data yang 

diperoleh dari hasil penelitian data. 

b) Penyajian data merupakan kumpulan informasi 

tersusun yang diperoleh berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan. Penyajian data yang 

diperoleh dari proses penelitian kualitatif 

biasanya berbentuk naratif, sehingga 

memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi 

isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat 

melihat inti data atau bagian-bagian tertentu dari 

gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti 

berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan 

data sesuai dengan pokok permasalahan yang 

diawali dengan pengkodean pada setiap sub 

pokok permasalahan. 

c) Kesimpulan atau verification merupakan tahap 

akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini 

peneiti mengutarakan kesimpulan dari data-data 

yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk mencari makna data yang dikumpulkan 

dengan mencari hubungan, persamaan, atau 

perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan 

dengan jalan membandingkan kesesuaian 

pernyataan dari subjek penelitian dengan makna 

yang terkandung dan konsep-konsep dasar dalam 

penelitian suatu permasalahan16 

Berdasarkan tahapan tersebut, menganalisis data 

dalam penulisan skripsi ini berfokus pada fakta data di 

lapangan yang dianalisis berdasarkan perspektif dan 

berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan. 

 
15 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Surabaya: 
UNESA University Press, 2007), 32. 
16 Ibid., 34. 
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G.  Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi dilakukan dengan sistematika yang 

runtut dan mudah dipahami. Dalam mempermudah pemahaman 

terhadap materi penulisan skripsi ini, maka sebagai gambaran 

garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan 

sistematika penulisan berdasarkan pedoman penulisan yang 

telah ditentukan berdasarkan standart penelitian. Sistematika 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I Pendahuluan 

Pembahasan dalam bab ini merupakan pendahuluan yang 

meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II Landasan Teori 

Pemaparan landasan teori berisikan mengenai telaah teori 

yang menjelaskan tentang konsep upah kerja (ijarah) 

berdasarkan hukum islam dan perjanjian kerja. 

3. BAB III Data 

Berisi penyajian data tentang gambaran umum objek 

penelitian dan mekanisme praktik pengupahan kerja 

seorang anak di tempat kerja milik orang tuanya di 

Kabupaten Grobogan. 

4. BAB IV Analisis Data 

Berisi analisas terhadap data yang diperoleh dalam hal ini 

adalah analisis praktek pengupahan kerja seorang anak di 

tempat kerja milik orang tuanya berdasarkan perspektif 

hukum positif dan hukum islam.  

5. BAB V Penutup 

Penutup berisikan pemaparan kesimpulan dalam penelitian 

mulai dari awal hingga akhir mengenai data yang 

diperoleh, kemudian saran-saran dalam penulisan tersebut 

dan rekomendasi yang diberikan oleh informan dan pihak 

terkait. 
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BAB II 

KONSEP UPAH 

A. Upah Dalam Hukum Islam 

Upah merupakan suatu hak pekerja yang diterima 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-

undangan.1 Upah kerja dinyatakan dalam bentuk uang atas gaji 

pokok, tunjangan, maupun kompensasi bagi pekerja. Pemberian 

besar kecilnya upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara kedua 

belah pihak. Dalam hukum islam pemberian upah harus 

berdasarkan pada keadilan sehingga pengusaha tidak boleh 

memberikan upah dengan zalim yaitu ketidaksesuaian yang 

dapat menimbulkan kesengsaraan terhadap pekerja. 

Pengupahan kerja tidak dapat terlepas dari prinsip-

prinsip hukum islam, hal ini didasari karena pengupahan 

merupakan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan manusia 

dalam bermuamalat. Pengupahan dalam Islam termasuk ke 

dalam ijarah al-amal, yang merupakan bentuk ijarah dengan 

cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan tertentu.2 Ijarah dalam konsep awalnya merupakan 

akad sewa menyewa sebagaimana yang telah terjadi pada 

kegiatan ekonomi pada umumnya. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam akad ijarah adalah pembayaran oleh 

penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia 

dapatkan dan nikmati dari hasil sewa-menyewa tersebut. Dalam 

beberapa sumber disebutkan bahwa istilah ijarah merupakan 

sebutan terhadap upah dalam hukum islam.3 

 

 
1 Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon (Jakarta Indonesia Legal 

Center Publishing, 2006), 1. 
2 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga 

Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 188. 
3 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987), 15. 
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1. Pengertian Upah (Ijarah) 

a. Pengertian menurut etimologi 

Secara etimologi ijarah berasal dari kata al-

ajru yang berarti al-waḍh atau penggantian.4 

Dalam kata ajara Ijarah memiliki arti menjual 

manfaat, Pemilik yang menyewakan manfaat 

disebut mu’jir (orang yang menyewakan), 

sedangkan pihak lain yang menerima sewa disebut 

musta’jir (orang yang menyewa atau penyewa). 

Sesuatu yang diakadkan untuk diambil 

manfaatnya disebut ma’jur (sewaan), sedangkan 

jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat 

disebut ajran atau ujrah (upah). Dari istilah ini 

dapat diketahui asal usul suatu upah yang 

diberikan (ujrah) menurut pandangan hukum 

islam.5 

Al Ijarah arti asalnya adalah imbalan kerja 

(upah). Dalam istilah Bahasa Arab dibedakan 

menjadi al-ajr sama dengan kata al-tsawab yaitu 

pahala dari Allah sebagai imbalan taat dan al 

ijarah yaitu upah sebagai imbalan atau jasa kerja.6 

b. Pengertian menurut terminologi 

Pengertian dalam Ensiklopedi Islam 

menyebutkan bahwa ijarah merupakan akad yang 

dilakukaan atas dasar suatu manfaat dengan 

imbalan jasa. Dengan istilah lain bahwa ijarah 

merupakan pemilikan manfaat dari sesuatu yang 

halal dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan 

ganti rugi.7 Menurut Fatwa Dewan Syari’ah 

Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

 
4 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, Fiqh Muamalah (Jakarta: 
Kencana, 2010), 277. 
5 Sayyid Sabiq, Fiqh, 18. 
6 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terjemah Cetakan II, (Jakarta: Pustaka Amani, 

2002), 61. 
7 Abdul Aziz Dahlan, dkk. (Ed.), Ensiklopedi Islam, Jilid I, (Jakarta: PT. Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 2003), Cet. XI, 229. 
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Pembiyaan Ijarah, menyebutkan bahwa ijarah 

adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) jasa 

atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu 

melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu 

sendiri.8 

Upah merupakan sejumlah imbalan berupa 

uang yang dibayar oleh orang yang memberi 

pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya 

sesuai perjanjian kedua pihak. Berdasarkan 

pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa upah 

adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas 

keringatnya dalam bidang produksi atau 

pelayananya, dengan demikian upah yang harus 

dibayarkan kepada pekerja harus sesuai dengan 

keringat, tenaga ataupun pikiran yang dikeluarkan. 

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus 

mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan 

berbagai aspek kehidupan, seperti faktor daerah 

dan biaya hidup. Kedua hal tersebut sangat penting 

untuk diperhatikan dalam rangka pemenuhan hak 

pekerja sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan problem kemiskinan dapat 

terhirdarkan. Pemenuhan hak upah pekerja juga 

mancerminkan nilai-nilai kebaikan sehingga 

pandangan islam tentang hak tenaga kerja dalam 

menerima upah lebih terwujud nilai-nilai 

kemanfaatanya. 

Upah dalam istilah lain juga disamakan 

dengan akad jualah. Jualah merupakan upah yang 

diberikan sebagai balas jasa dari sebuah pekerjaan 

seseorang setelah selesai melakukan pekerjaan 

tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syari’ah (KHES), jualah adalah perjanjian 

 
8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Pembiayaan Ijarah 
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imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak 

kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan 

yang dilakukan oleh pihak kedua untuk 

kepentingan pihak pertama dan menurut Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-

MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah, bahwa 

ju’alah adalah janji atau komitmen (iltiẓam) untuk 

memberikan imbalan (reward/iwaḍh/ju’l) tertentu 

atas pencapaian hasil (natijah) yang ditemukan 

dari suatu pekerjaan.9 

c. Pengertian menurut para ulama’ 

Pengertian ijarah menurut para ulama’ antara 

lain seperti yang dipaparkan oleh imam madzhab 

fiqih dan beberapa tokoh antara lain sebagai 

berikut: 

1) Ulama’ Hanafiyah mendefinisikan 

bahwa ijarah merupakan suatu akad atas 

suatu manfaat dengan imbalan berupa 

harta. 

2) Ulama’ Malikiyah mendefinisikan 

bahwa ijarah merupakan suatu akad 

pemilikan manfaat sesuatu yang 

dibolehkan dalam waktu tertentu dengan 

suatu imbalan. 

3) Ulama’ Syafi’iyah mendefinisikan 

bahwa ijarah merupakan suatu akad atau 

transaksi terhadap suatu manfaat yang 

dituju, mengandung maksud tertentu, 

bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan 

dengan cara memberi imbalan (upah) 

tertentu. 

 

 
9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang 

Akad Ju’alah. 
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4) Ulama’ Hanabilah mendefinisikan 

bahwa ijarah merupakan suatu akad atas 

manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah 

dan semacamnya.10 

5) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa 

ijarah adalah akad yang objeknya 

merupakan penukaran manfaat untuk 

masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat 

dengan imbalan yang dapat diartikan 

dengan menjual manfaatnya.11 

6) Menurut Helmi Karim dalam bukunya 

yang berjudul fiqh Muamalah, 

disebutkan bahwa ijarah mempunyai 

pengertian umum yang meliputi upah 

atas pemanfaatan suatu benda atau 

imbalan suatu kegiatan dalam 

melakukan suatu aktifitas ekonomi.12 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, 

dengan demikian upah adalah suatu imbalan baik 

yang bersifat uang atau barang atas manfaat yang 

telah diberikan oleh pekerja, sebagai disebutkan 

bahwa akad ijarah merupakan sebuah transakasi 

dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna) 

dengan imbalan tertentu yang diberikan. 

 

2. Dasar Hukum Upah (Ijarah) 

Dasar hukum tentang pengupahan yang kaitanya 

dengan akad ijarah sebagaimana disyariatkan 

berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma yang 

antara lain adalah sebagai berikut: 

 

 
10 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 316. 
11 Muhammad Hasbi ash-Shiddqie, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: 
Pustaka Riski Putra, 1999), 85. 
12 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29. 
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a. Dasar hukum berdasarkan Al-Qur’an 

1) QS. Al-Baqarah ayat 233 

نْ 
َ
ا رَادَ 

َ
ا لِمَنْ  يْنِ 

َ
امِل

َ
يْنِ ك

َ
حَوْل ادَهُنَّ 

َ
وْل
َ
ا يُرْضِعْنَ  وٰلدِٰتُ 

ْ
وَال

وكَِسْوَتُهُنَّ  رِزْقُهُنَّ  هٗ 
َ
ل وْدِ 

ُ
مَوْل

ْ
ال ى 

َ
وَعَل ضَاعَةَۗ   الرَّ تِمَّ  يُّ

تُضَاۤرَّ  ا 
َ
ل وُسْعَهَاۚ   ا 

َّ
اِل نَفْسٌ  فُ 

َّ
تُكَل ا 

َ
ل مَعْرُوْفِۗ 

ْ
بِال

دِهَا  
َ
 ذٰلِكَۚ   وَالدَِةٌ ۢبِوَل

ُ
وَارِثِ مِثْل

ْ
ى ال

َ
دِهٖ وَعَل

َ
بِوَل هٗ 

َّ
وْدٌ ل

ُ
ا مَوْل

َ
وَل

جُنَاحَ   ا 
َ
فَل وَتشََاوُرٍ  نْهُمَا  م ِ تَرَاضٍ  عَنْ  ا 

ً
فِصَال رَادَا 

َ
ا فَاِنْ 

جُنَاحَ   ا 
َ
فَل مْ 

ُ
ادكَ

َ
وْل
َ
ا تَسْتَرْضِعُوْْٓا  نْ 

َ
ا مْ  رَدْتُّ

َ
ا يْهِمَاۗ وَاِنْ 

َ
عَل

مْتُمْ مَّ 
َّ
مْ اِذَا سَل

ُ
يْك

َ
مُوْْٓا  عَل

َ
َ وَاعْل مَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰه

ْ
تَيْتُمْ بِال

ٰ
آْ ا

وْنَ بَصِيْرٌ 
ُ
َ بِمَا تَعْمَل نَّ اللّٰه

َ
   ٢٣٣ا

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah 

menanggung makan dan pakaian mereka 

dengan cara yang patut. Seseorang tidak 

dibebani, kecuali sesuai dengan 

kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat 

menderita karena anaknya dan jangan pula 

ayahnya dibuat menderita karena anaknya. 

Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 

berdasarkan persetujuan dan musyawarah 

antara keduanya, tidak ada dosa atas 

keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan 

anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa 

bagimu jika kamu memberikan pembayaran 

dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya 
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Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 

(QS. 2 [Al- Baqarah]: 233)13 

Dalil di atas menjelaskan tentang 

diperbolehkannya akad ijarah. Pendapat Ibnu 

Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang 

tua telah bersepakat untuk menyusukan 

anaknya kepada orang lain sepanjang mereka 

mau memberikan upah yang patut dan layak 

maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui 

anak kita diperbolehkan. Dengan demikian jika 

seseorang tidak mampu bekerja atau 

melakukan sesuatu, diperbolehkan menyewa 

jasa orang lain dengan memberikan upah 

kepadanya. Upah yang diberikan sebagai 

imbalan pembayaran haruslah dengan nilai 

yang patut dan layak untuk diterima. 

 

2) QS. At-Taubah ayat 105 

مُؤْمِنُوْنَۗ 
ْ
وَال هٗ 

ُ
وَرَسُوْل مْ 

ُ
ك
َ
عَمَل  ُ اللّٰه فَسَيَرَى  وْا 

ُ
اعْمَل وَقُلِ 

نْتُمْ  
ُ
بِمَا ك مْ 

ُ
ئُك ِ فَيُنَب  هَادَةِ 

وَالشَّ غَيْبِ 
ْ
ال عٰلِمِ  ى 

ٰ
اِل وْنَ  وَسَتُرَدُّ

وْنَۚ 
ُ
  ١٠٥تَعْمَل

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! 

Maka, Allah, rasul-Nya, dan orangorang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu 

akan dikembalikan kepada (Zat) yang 

mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, 

Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang 

selama ini kamu kerjakan.” (QS. 9 [At-

Taubah]: 105)14 

 
13 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya 

Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 
2019), 50. 
14 Ibid., 279. 
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Dalil di atas menjelaskan mengenai 

pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang 

dilakukan oleh kaum muslimin. Di masa 

kemudian hari, semua amal perbuatan akan 

dipaparkan dihadapannya, dihadapan Rasulnya 

dan dihadapan kaum muslimin.  

 

3) QS. At-Talaq ayat 6 

وْهُنَّ  ا تُضَاۤرُّ
َ
مْ وَل

ُ
جْدِك نْ وُّ نْتُمْ م ِ

َ
سْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَك

َ
ا

ى   يْهِنَّ حَته
َ
نْفِقُوْا عَل

َ
تِ حَمْلٍ فَا

ٰ
ول
ُ
نَّ ا

ُ
ۗ وَاِنْ ك يْهِنَّ

َ
قُوْا عَل لِتُضَي ِ

فَ  مْ 
ُ
ك
َ
ل رْضَعْنَ 

َ
ا فَاِنْ   ۚ هُنَّ

َ
حَمْل ۚ يَضَعْنَ  جُوْرَهُنَّ

ُ
ا توُْهُنَّ 

ٰ
ا

خْرٰىۗ 
ُ
هْٗٓ ا
َ
مْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ ل

ُ
تَمِرُوْا بَيْنَك

ْ
 وَأ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang 

dicerai) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan 

(hati) mereka. Jika mereka (para istri yang 

dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah 

kepada mereka nafkahnya sampai mereka 

melahirkan, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah 

imbalannya kepada mereka; dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala 

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-

sama menemui kesulitan (dalam hal 

penyusuan), maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya” (QS. 65 [At-

Talaq]: 6)15 
 
 

 
15 Ibid., 824. 
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Dalil Al-Qur’an di atas menjelaskan 

bahwa Allah SWT memerintahkan kepada 

seorang suami yang sudah mentalak istrinya 

yang sedang mengandung wajib untuk 

memberikan nafkah kepadanya sampai mereka 

melahirakan dan Allah SWT memerintahkan 

kepada seorang suami untuk membayar upah 

menyusui kepada istrinya yang di talak.n, yaitu 

imbalan di dunia dan imbalan di akhirat. 

4)  QS. An-Nahl ayat 99 

وْنَ  
ُ
ل
َّ
هِمْ يَتَوَك ِ

ى رَب 
ٰ
مَنُوْا وَعَل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
ى ال

َ
طٰنٌ عَل

ْ
هٗ سُل

َ
يْسَ ل

َ
  ٩٩اِنَّهٗ ل

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-

laki maupun perempuan, sedangkan dia 

seorang mukmin, sungguh, kami pasti akan 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 

akan kami beri balasan dengan pahala yang 

lebih baik daripada apa yang selalu mereka 

kerjakan” (QS. 16 [An-Nahl]: 97)16 

Dalil di atas menjelaskan balasan atau 

imbalan bagi mereka yang beramal saleh 

adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. 

Maka seseorang yang bekerja pada suatu 

tempat bukan hanya imbalan upah berupa uang 

saja akan tetapi imbalan pahala dan dosa akan 

ia dapatkan sesuai dengan baik buruknya 

pekerjaan yang ia lakukan. Dengan demikian, 

maka seorang yang bekerja dengan benar akan 

mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia 

dan imbalan di akhirat. 

 

 
16 Ibid., 387. 
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b. Dasar hukum berdasarkan As-Sunnah 

Ketentuan dasar hukum upah yang bersumber 

dari hadits antara lain sebagaimana dalam hadits 

Rasulullah SAW. Dalam hadits riwayat Ibnu Majah 

menje;askan bahwasanya: 

 عَنُْ عَبْدهُ اللَهُّ بْنهُ عهمَرَُ قاَلَُ قاَلَُ رَسهولهُ اللَهُّ صَلّى الّلَهُ
يَُ أَجْرَههُ قَ بْلَُ أَنُْ يَهَفُّ عَرقَهههُ  عَلَيْههُ وَسَلّمَُ أعَْطهوا الَْْجه

 

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah 

SAW bersabda: “berikanlah upahnya kepada 

seorang pekerja sebelum keringatnya 

kering.” (H.R Ibnu Majah)17 

Maksud dari hadits tersebut yaitu perintah 

untuk segera memberikan upah atau imbalan 

kepada pekerja setelah selesai dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan 

tepat waktu berdasarkan perjanjian kerja. Hal 

demikian dikarenakan dalam menunda, 

mengurangi, terlebih lagi tidak membayar upah 

pekerja, termasuk perbuatan kedzaliman yang 

dibenci oleh Allah SWT. Dalam hadits lain 

disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

 

ُ عَنُْ هُِ عَنُْ عَنْههُ الّلَهُ ضهيَُرَُ ههرَيْ رَةَُ أَبه الّلَهُ صَلّى النّبه  
أنََُ ثَلََثةَُ  تَ عَالَُ الّلَهُ قاَلَُ قاَلَُ وَسَلّمَُ عَلَيْههُ  

ُ أعَْطَى رَجهلُ  الْقهيَامَةهُ يَ وْمَُ خَصْمهههمُْ وَرَجهلُ  غَدَرَُ ثهُّ به  
ياًُ اسْتَأْجَرَُ وَرَجهلُ  ثََنََههُ فأََكَلَُ حهرًّاُ بََعَُ أَجه  

نْههُ وْفَُفاَسْت َُ أَجْرهَهُ ي هعْطهههُ وَلَُْ مه  
 

17 Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam, 

(Surabaya, Indonesia: Ahmad Ibnu Sya’diah Cet. 1), 188. 
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“Dari Abu Hurairah radliallahu anhu dari 

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 

"Allah Taala berfirman: Ada tiga jenis orang 

yang Aku berseteru dengan mereka pada hari 

kiamat, seseorang yang bersumpah atas 

nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang 

yang menjual orang merdeka lalu memakan 

(uang dari) harganya (hasil jualannya) dan 

seseorang yang memperkerjakan pekerja, 

pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya 

namun tidak dibayar upahnya". (HR 

Bukhari). 

Maksud hadits tersebut oleh para ulama 

disebutkan bahwa penegasan tentang keharaman 

menunda pembayaran utang, termasuk pemberian 

gaji atau upah bagi orang yang mampu 

menunaikan tepat pada waktu. Bersegera dalam 

memberikan upah kerja setelah selesai 

melaksanakan sebuat tugas merupahan keharusan 

yang perlu diperhatikan. Dalam hadits diatas jika 

menunda saja termasuk suatu kedzaliman, maka 

seseorang yang sengaja tidak membayar upah 

terhadap pekerjaan seseorang, tentu menjadi 

kedzaliman yang lebih besar dan keji.18 

 

c. Dasar hukum berdasarkan Ijma’ 

Umat islam pada masa sahabat telah berijma’ 

bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi 

manusia. Segala perbuatan yang dapat 

mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu 

menjadi baik dan halal. Sebagaimana diungkapkan 

 
18 Ani Nursalikah, Dua Golongan yang Dimusuhi Allah di Hari Kiamat, 

(Republika.co.id, 2020) dikutip: 
https://www.republika.co.id/berita/qg2eur366/dua-golongan-yang-dimusuhi-

allah-di-hari-kiamat-part1, diakses 26 Desember 2022 

https://www.republika.co.id/berita/qg2eur366/dua-golongan-yang-dimusuhi-allah-di-hari-kiamat-part1
https://www.republika.co.id/berita/qg2eur366/dua-golongan-yang-dimusuhi-allah-di-hari-kiamat-part1


27 
 

 

Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari’atkannnya sewa 

menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak 

dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda 

dengan kesepakatan ijma’ para ulama ini”, karena 

Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna 

atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah 

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri.19 

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-

Mujtahid, mengatakan bahwa “Sesungguhnya 

sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh 

fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.20 

Al-ijarah merupakan “Akad pemindahan hak guna 

atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah 

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam sumber 

lain, dasar hukum upah (ijarah) dalam Al-Ijma 

(kesepakatan para ulama’) adalah sebagaimana 

yang dinyatakan bahwa, “Umat islam pada masa 

sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan 

sebab bermanfaat bagi manusia.” (Diriwayatkan 

oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’i dari Said 

Ibnu Bi Waqash). 

 

3. Syarat dan Rukun Upah (Ijarah) 

Pada dasarnya akad dalam sebuah perjanjian atau 

transaksi harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun 

adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah 

transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus 

dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat 

tersebut harus dipenuhi sehingga suaru akad perjanjian 

dikatakan sah menurut syara’, demikian hal nya akad 

ijarah. Menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada 

empat, yaitu antara lain: 

 
19 Sayyid Sabiq, Fiqh, 18. 
20 Ibnu Rusyd, Bidayah, 165. 
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a. Aqid (orang yang berakad) 

Aqid merupakan orang yang terlibat dalam 

akad ijarah baik itu sewa-menyewa atau upah 

mengupah. Orang yang memberikan upah 

dan yang menyewakan disebut mu’jir 

sedangkan orang yang menerima upah untuk 

melakukan sesuatu dan yang menyewa 

sesuatu disebut musta’jir.21 Diisyaratkan pada 

mu’jir dan musta’jir adalah mereka yang 

baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf 

(mengendalikan harta) dan saling meridhai. 

b. Sighat 

Sighat merupaka pernyataan kehendak dalam 

berakad (sighatul-‘aqd). Sighat terdiri atas 

ijab dan qabul. Dalam Hukum perjanjian 

islam ijab dan qabul dapat berupa: ucapan, 

utusan, tulisan atau perjanjian dan isyarat. 

Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul 

pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul 

dalam ijarah harus menyebutkan masa atau 

waktu yang ditentukan. 

c. Upah 

Upah merupakan sesuatu yang diberikan 

kepada musta’jir atas jasa yang telah 

diberikan atau diambil manfaatnya oleh 

mu’jir. Berdasarkan ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Sudah jelas atau sudah diketahui 

jumlahnya, apabila ijarah belum 

diketahui dan dinyatakan upahnya maka 

ijarah tidak sah. 

2) Pegawai khusus seperti seorang hakim 

tidak boleh mengambil uang dari 

pekerjaannya, karena dia sudah 

mendapatkan gaji khusus dari negara. 

 
21 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117. 



29 
 

 

3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan 

dengan penerimaan barang yang disewa. 

Jika lengkap manfaat yang disewa, maka 

uang sewanya harus lengkap. Maka 

manfaat dan pembayaran uang sewa 

menjadi objek dalam sewa menyewa.22 

 

d.  Manfaat 

Dalam mengontrak seorang musta’jir harus 

ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, 

serta tenaganya. Oleh karena itu jenis 

pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak 

kabur dan jelas ketentuan dalam perjanjianya, 

jika demikian transaksi upah yang masih 

kabur hukumnya adalah fasid.23 

Berdasarkan rukun ijarah tersebut, terdapat 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terkait 

dengan rukun ijarah. Syarat-syarat ijarah tersebut, 

antara lain:24 

a. Kerelaan dan kemauan dari kedua belah pihak 

untuk melakukan akad tanpa suatu paksaan. 

b. Besaran upah mengacu pada kesepakatan 

antara kedua belah pihak yang telah 

menandatangani kontrak dengan 

memperhatikan hak dan kewajibannya. 

c. Dalam hal pengupahan, diperlukan deskripsi 

pekerjaan dan tidak dibenarkan untuk 

membayar seseorang jika tidak ada jangka 

waktu atau jenis pekerjaaan. 

 
22 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grapindo Persada, 2003), 231. 
23 Ibid., 232. 
24 Ahmad Syafii, “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan 
Tetap Di PT Fela Tur Travel Kecamatan Demak Kabupaten Demak”, Skripsi UIN 

Walisongo. (Semarang: 2021), 26-27. 
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d. Upah harus dalam bentuk mal mutaqawwim 

dan upah tersebut harus dicantumkan dengan 

jelas. Spesifik atau dengan menyatakan 

kriteria- kriterianya. Karena upah adalah 

pembayaran untuk nilai manfaat, maka nilai 

yang disyaratkan harus diketahui dengan 

jelas.25 Mempekerjakan seseorang dengan 

pengupahan makan, merupakan suatu contoh 

pengupahan yang tidak jelas, dikarenakan 

dalam pengupahan tersebut telah 

mengandung unsur jahalah (ketidakpastian). 

e. Upah tidak boleh sama dengan jenis 

objeknya, mengupah terhadap suatu 

pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, 

merupakan contoh pengupahan yang tidak 

memenuhi persyaratan ini. 

f. Upah perjanjian dalam sewa tidak boleh 

berupa manfaat dari jenis sesuatu yang telah 

dijadikan perjanjian. Oleh karena itu, 

seseorang berkewajiban membayar upah atau 

biaya yang sesuai setelah menggunakan 

tenaga dari seseorang tersebut. 

g. Terdapat kejelasan pada objek akad (manfaat) 

dengan adanya penjelasan, tempat, manfaat, 

jangka waktu dalam suatu pekerjaan. 

h. Adanya penjelasan mengenai jenis pekerjaan, 

hal tersebut diperlukan disaat mempekerjakan 

seseorang untuk bekerja, agar tidak terjadi 

kesalahan atau konflik. 

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dalam Al-

Qur’an dan As-Sunnah terdapat syarat- syarat dasar 

dalam pengupahan yaitu disebutkan bahwa musta’jir 

harus membayar upah secara penuh kepada mu’jir atas 

 
25 Ghufran A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Konstektual (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), 186. 
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jasa yang telah diberikan, sedangkan mu’jir harus 

melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, 

apabila terjadi kegagalan dalam memenuhi syarat-

syarat ini, maka kegagalan tersebut dianggap sebagai 

kegagalan moral baik dari pihak musta’jir maupun 

pihak mu’jir dan hal ini harus dipertanggung jawabkan 

kepada Allah SWT.26 

4. Macam-macam Upah (Ijarah) 

Secara umum macam-macam ijarah terbagi 

menjadi dua, yaitu ijarah terhadap manfaat (sewa-

menyewa) dan ijarah terhadap pekerjaan. (upah 

mengupah)27 

a. Ijarah terhadap manfaat (sewa-menyewa), 

memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu 

benda. Akad sewa menyewa hukumnya 

diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, 

seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil 

untuk kendaraan dan lainya. Sedangkan suatu 

manfaat yang tidak diperbolehkan adalah 

karena suatu hal tersebut diharamkan baik dari 

sifat maupun dzatnya. 

b. Ijarah terhadap pekerjaan (upah mengupah), 

dengan objek akad yaitu pekerjaan. Ijarah 

dalam bentuk ini bersifat mempekerjakan 

seseorang dengan imbalan yang diberikan 

sesuai dengan perjanjian kedua pihak. Bentuk 

ijarah semacam ini diperbolehkan baik yang 

bersifat kelompok seperti buruh bangunan dan 

tukang jahit, ataupun yang bersifat pribadi 

seperti pembantu rumah tangga, tukang kebun, 

karyawan hotel, penjaga toko dan bentuk 

pekerjaan lainya. 

 
26 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236. 
27 M. Ali Hasan, Berbagai, 236. 
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Berdasarkan ketentuanya upah dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) macam yaitu:28 

a. Upah yang sepadan (ujrah al- mitsli) yaitu 

upah yang sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukan dan sesuai dengan jenis 

pekerjaannya, sepadan dengan jumlah yang 

ditentukan dan disepakati dari kedua belah 

pihak. Yang dimaksud dengan ditentukan dan 

disepakati dari kedua belah pihak yakni pada 

saat melakukan transaksi pembelian jasa, 

pemberi kerja dan penerima pekerjaan 

menetapkan besaran upah bagi kedua belah 

pihak dan bertransaksi dengan penerima jasa, 

akan tetapi belum menyepakati upah yang 

disepakati, maka kedua belah pihak harus 

menentukan upah yang biasa diberlakukan di 

situasi normal dan sesuai dengan tingkat jenis 

pekerjaannya. Tujuan dari penetapan besaran 

upah yang sepadan yakni untuk melindungi 

kepentingan kedua belah pihak, baik bagi 

penyedia jasa maupun penggunaan jasa, dan 

untuk mencegah terjadinya eksploitasi dalam 

setiap transaksi. Dengan demikian, dengan 

melalui besaran upah yang sepadan, setiap 

perelisihan yang timbul dalam proses 

transaksi jual beli jasa akan dapat 

diselesaikan dengan adil. 

b. Upah yang telah disebutkan (ujrah al- 

musamma), syaratnya disaat kedua belah 

pihak sedang melakukan transaksi mengenai 

upah, harus dibarengi dengan kemauan 

(kerelaan) dari kedua belah pihak. Dengan 

demikian, pihak musta’jir tidak bisa 

dipaksakan untuk membayar upah lebih dari 

 
28 Ahmad Syafii, Tinjauan, 29. 
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yang telah disebutkan. Sebagaimana dengan 

pihak ajir, juga tidak bisa dipaksakan untuk 

memperoleh upah yang kurang dari yang 

telah disebutkan melainkan upah tersebut 

merupakan upah yang harus mengikuti dalam 

ketentuan syara’. 

Berdasarkan macam diatas, jika pada saat 

melakukan transaksi upah telah disebutkan, maka upah 

yang berlaku saat ini adalah upah yang telah disebutkan 

(ujrah al- musamma), dan jika pada saat melakukan 

transaksi upah tidak disebutkan ataupun ada 

perselisihan mengenai upah yang telah disebutkan, 

maka dalam memberikan upah dapat menggunakan 

pembayaran upah yang sepadan (ujrah al- mitsli). 

5. Pembayaran Upah Kerja 

Pelaksanaan pembayaran upah kerja dalam ijarah 

suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 

adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu 

Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara 

akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan 

mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, 

upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai 

dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut 

Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, bahwa apabila seorang 

mu’jir menyerahkan benda yang disewakam kepada 

penyewa (musta’jir), maka mu’jir berhak menerima 

pembayaran karena musta’jir sudah menerima suatu 

manfaat.29 Besarnya pengupahan ditentukan oleh 

kompetensi yang telah dimilikinya, seperti halnya: 

a. Kompetensi teknis, adalah suatu pekerjaan 

yang bersifat dalam keterampilan teknis, 

contoh pekerjaan yang berkaitan dengan tehnik 

 
29 Hendi Suhendi, Fiqh Muʻamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 

Cetakan Ke-6, 121. 
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mesin, pekerjaan proyek yang lebih 

mengandalkan fisik, dan pekerjaan yang ada 

dalam dibidang industri. 

b. Kompensasi sosial, adalah suatu pekerjaan 

yang bersifat terhadap hubungan kemanusiaan, 

seperti pemasaran, hubungan dalam 

bermasyarakat, dan lainnya. 

c. Kompetensi menegeril, adalah suatu pekerjaan 

yang bersifat penataan dan pengelolaan bisnis 

manajer keuangan dan lain- lain. 

d. Kompensasi intelektual, adalah tenaga yang 

ada dalam bidang perencanaan konsultan, 

dosen, guru dan lain- lain. 

Upah dalam hal ibadah seperti melakukan sholat, 

puasa, menunaikan haji dan membaca al- Qur’an yang 

telah diperdebatkan kebolehannya oleh para ulama, 

karena adanya perbendaan sudut pandang terhadap 

pekerjaan ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa atas 

dilakukannya perbuatan taat yang pahalanya ditujukan 

dan dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada 

arwah bapak dan ibu dari yang menghadiahkan upah, 

maka haram baginya jika mengambil upah dari 

pekerjaan tersebut. Dalam menentukan besarnya upah 

harus memperhatikan prinsip keadilan. 

6. Berakhirnya Upah Kerja 

Dalam pelaksanaan upah kerja, meninggalnya 

orang yang mengupah atau yang diupah tidak 

membatalkan akad pengupahan, jika orang yang 

mengupah meninggal dan permintaannya sudah 

dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya 

wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi 

kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima 

upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. 

Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan 

pekerjaannya maka dikembalikan kepada Allah SWT.30 

 
30 Ibid. 
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Gugurnya upah karena kerusakan barang 

penyewaan pekerjaan menurut ulama Syafi’iyah dan 

Hanabilah, apabila ajir bekerja di tempat milik 

penyewa atau ada di depannya, maka ajir tetap 

mendapatkan upah, karena barangnya ada di tangan 

penyewa atau pemiliknya.31 Namun jika barang di 

bawah kekuasaan ajir, maka terdapat dua hal berikut: 

a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas 

pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai 

dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh 

upah dengan penyerahan hasil yang diminta, 

tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja 

sebelum penyerahan, maka upahnya gugur. 

b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil 

yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang 

panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh 

upah dengan hanya menyelesaikan 

pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan 

fisik barang kepada pemiliknya. 

Dalam akad ijarah, para ulama’ fiqih berpendapat 

bahwa berakhirnya akad ijarah terjadi apabila terdapat 

hal-hal sebagai berikut, antara lain: 

a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah 

terbakar atau baju yang dijahitkan hilang. 

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad 

al-ijarah telah berakhir.32 

c. Meninggalnya orang yang berakad. Menurut 

ulama Hanafiyah, meninggalnya salah seorang 

yang berakad akan membatalkan ijarah, karena 

akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh 

diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, 

akad ijarah tidak batal dengan meningalnya 

 
31 Ahmad Syafii, Tinjauan, 30. 
32 M. Ali Hasan, Berbagai, 85. 
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salah seorang yang berakad, karena menurut 

mereka boleh diwariskan dan ijarah sama 

dengan jual beli yang mengikat pihak yang 

berakad. 

d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada udzur 

dari salah satu pihak, seperti rumah yang 

disewakan disita negara karena terkait utang 

yang banyak, maka akad al-ijarah batal. 

Sedangkan menurut jumhur ulama, udzur yang 

boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah 

apabila obyeknya mengandung cacat atau 

manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, 

seperti kebakaran dan banjir. Menurut sayyid 

sabiq berakhirnya sewa menyewa dengan 

sebab-sebab sebagai berikut:33 

1) Terjadinya cacat pada benda yang 

disewakan pada waktu ia berada pada 

tangan penyewa. 

2) Rusaknya benda yang disewakan, seperti 

rumah atau kendaraan tertentu. 

3) Rusaknya benda yang disewakan atau 

yang diupahkan, seperti kain yang rusak 

ketika dijahitkan, sebab tika mungkin 

menyelesaikan jahitan tersebut setelah 

kain tersebut rusak. 

Dalam perjanjian ijarah tidak diperbolehkan 

adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, 

karena ijarah merupakan akad pertukaran atau timbal 

balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan 

fasakh dengan keadaan tertentu. Menghindari 

terjadinya fasakh sangat diutamakan karena kedua 

pihak dapat melaksanakan kewajibanya secara menuh 

dalam berakad (ijarah). 

 

 
33 Sayyid Sabiq, Fiqh, 34. 
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B. Ketentuan Perjanjian Kerja dan Pengupahan 

Pengupahan dalam islam sebagaimana penjelasan dalam 

konsep upah, merupakan bagian dari akad ijarah. Pengupahan 

dalam islam tidak terlepas dari adanya perjanjian kerja yang 

memuat ketentuan terhadap pekerjaan maupun pengupahan. 

Dalam ketentuan pengupahan, perlu dipahami teori-teori 

pengupahan guna melihat histori berdasarkan perspektif lain. 

1. Teori Perjanjian Kerja dan Pengupahan 

Berbagai macam pandangan mengenai upah, 

mengakibatkan munculnya berbagai perspektif dan teori-

teori terhadap pengupahan. Diantara beberapa teori antara 

lain, adalah sebagai berikut:34 

a. Teori upah normal (David Ricardo). Menurut Teori 

ini, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada 

biaya hidup seorang pekerja untuk memenuhi 

kebutuhanya dalam kelangsungan hidup pekerja 

tersebut. Teori ini menegaskan kepada pekerja, 

bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai 

upah itu adalah sepatutnya demikian, karena 

memang demikian saja kemampuannya pengusaha 

dalam memberikan upahnya. 

b. Teori undang-undang upah besi (Lassale). Menurut 

Teori ini upah normal teori David ricardo di atas 

hanya memenangkan pengusaha saja, sebab kalau 

teori itu yang dianut mudah saja pengusaha itu akan 

mengatakan cuma itu kemampuannya tanpa berfikir 

bagaimana susahnya para pekerja tersebut. Oleh 

karena itu menurut teori ini, pekerja harus berusaha 

menentangnya (menentang teori upah normal itu) 

agar ia dapat mencapai kesejahteraan hidup dengan 

upah yang maksimal. 

 
34 Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja grafindo 

Persada, 2012), 87-89. 
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c. Teori dana upah (Stuart Mill Senior). Menurut teori 

dana upah buruh tidak perlu menentang seperti yang 

disarankan oleh teori undang-undang upah besi, 

karena upah yang diterimanya itu sebetulnya adalah 

berdasarkan kepada besar kecilnya jumlah dana 

yang ada pada masyarakat. Jika dana ini jumlahnya 

besar maka besar pula upah yang diterima buruh, 

sebaliknya kalau dana itu berkurang maka jumlah 

upah yang diterima buruh pun akan berkurang pula. 

Menurut teori ini yang akan dipersoalkan sebetulnya 

bukanlah berapa besar upah yang diterima buruh, 

melainkan sampai seberapa jauhnya upah tersebut 

mampu mencukupi segala keperluan hidup buruh 

beserta keluarganya. Karena menurut teori ini 

dianjurkan, bahwa khusus untuk menunjang 

keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya 

disediakan dana khusus oleh pengusaha atau negara 

yang disebut dana anak-anak. 

 

2. Perjanjian Kerja Dalam Hukum Islam 

Perjanjian kerja dalam islam termasuk ke dalam akad 

sewa-menyewa (ijarah), yaitu ijarah al-a’mal dimana sewa 

menyewa dalam bentuk jasa atau skil manusia untuk 

melakukan pekerjaan. Prinsip utama perjanjian kerja dalam 

islam adalah keadilan. Prinsip keadilan dimaksudkan dapat 

menjadi pemenuhan hak dan kewajiban para pekerja atau 

buruh., sehingga tidak boleh dalam islam seorang bekerja 

dengan keras dan menguras keringatnya sementara ia tidak 

mendapatkan upah atau imbalan.35 

Perjanjian kerja atau kontrak kerja yang dilakukan 

antara pekerja dan perusahaan merupakan tanda pengikatan 

antara kedua belah pihak sebagaimana yang terdapat dalam 

konsep islam bahwa kontrak harus disertai dengan ijab qabul 

 
35 Yusuf Qardawi, Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam, Alih Bahasa 

Didin Hafiuddhin, dkk (Jakarta: Robbani press, 1997), 403. 
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yang merupakan rukun perjanjian. Ijab qabul dalam suatu 

perjanjian dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

dengan lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang 

memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab 

qabul. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam akad, 

kesepakatan antara dua orang didasarkan atas keridhoan 

tanpa ada suatu paksaan apapun.36 

Perjanjian kerja dibuat untuk dan atas nama perusahaan 

dan pekerja, maka yang melaksanakan perjanjian kerja 

tersebut haruslah orang yang sudah dewasa. Terkait dengan 

rukun para ulama sepakat bahwa kedua belah pihak yang 

melakukan akad harus berkemampuan yaitu harus berakal 

dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk, 

sehingga akad nya menjadi sah jika hal tersebut terpenuhi.37 

3. Manfaat Perjanjian Kerja 

Pembuatan perjanjian kerja memiliki manfaat guna 

menghindarkan berbagai kemungkinan kesewenang- 

wenangan dan tindakan merugikan dari pihak yang satu 

terhadap pihak yang lain dalam hal pelaksanaan hak dan 

kewajiban pengusaha dan pekerja serta dapat meningkatkan 

produktivitas kerja dan mengurangi timbulnya perselisihan. 

Perjanjian kerja memiliki fungsi sebagai berikut:38 

a. Mempertegas hak dan kewajiban antara 

perusahaan/pengusaha dan pekerja. 

b. Memberikan pedoman kedua belah pihak dalam 

menjalani kerja sama. 

 
36 Suryadi Bata Ahmad & Rahmah Amir, “Sistem Kontrak Kerja antara Karyawan 

dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam” 
Jurnal Shautuna, Vol. 1, No. 2, 2020, 31. 
37 Ibid., 32. 
38 Vania, Contoh Surat Perjanjian Kerja, Fungsi, dan Manfaatnya, 

(Employers.glints.com, 2021), dikutip: https://employers.glints.com/id-
id/blog/contoh-surat-perjanjian-kerja-fungsi-dan-manfaatnya/, diakses 27 

Desember 2022 

https://employers.glints.com/id-id/blog/contoh-surat-perjanjian-kerja-fungsi-dan-manfaatnya/
https://employers.glints.com/id-id/blog/contoh-surat-perjanjian-kerja-fungsi-dan-manfaatnya/
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c. Meminimalisir konflik atau perselisihan. 

d. Menjaga kelancaran proses produksi sehingga 

dapat meningkatkan produktivitas kerja. 

e. Menetapkan syarat-syarat bersama yang belum 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

yang merupakan kesepakatan antara serikat pekerja atau 

serikat buruh dengan pengusaha yang mengatur hak dan 

kewajiban dalam hubungan kerja tentunya telah 

memberikan perhatian dan aspirasi dalam menyuarakan 

kepentingan pekerja/buruh maupun pihak pengusaha, yang 

mana pembuatan perjanjian kerja bersama mempunyai 

fungsi antara lain, sebagai berikut:39 

a. Sebagai Pedoman induk pengaturan hak dan 

kewajiban bagi pekerja/buruh dan pengusaha 

sehingga dapat menghindarkan adanya perbedaan 

penafsiran 

b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersamaan, 

keterbukaan, ketenangan kerja dan kelangsungan 

berusaha 

c. Merupakan media partisipasi pekerja/buruh dalam 

perumusan kebijakan perusahaan 

d. Mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan 

syaratsyarat kerja atau kondisi kerja yang belum 

diatur dalam peraturan perundangundangan 

e. Meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh secara 

priodik. 

Perjanjian kerja sangatlah penting untuk 

dilaksanakan guna menghindari berbagai permasalahan 

yang timbul kedepanya. Perjanjian kerja juga dapat 

memberikan status nyata seseorang sebagai pekerja dan 

mampu menghindarkan dari pemutusan hubungan kerja 

secara sepihak, sehingga hak seorang pekerja tidak 

 
39 Kusbianto & Dian Hardian Silalahi, Hukum, 61. 
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terputus dan ekonomi akan terus berjalan. Pentingnya 

perjanjian kerja juga diikuti dengan ketentuan dan 

peraturan-peraturan yang mengatur didalamnya yang 

memuat kewajiban kerja sehingga memungkinkan 

kepada pekerja untuk lebih teliti dalam melaksanakan 

perjanjian kerja. 

4. Manfaat Pengupahan 

Pemberian upah memiliki manfaat untuk 

mengalokasikan sumber daya manusia (SDM). SDM 

pekerja yang unggul dengan support upah yang memadai 

dapat meningkatkan kinerja yang dimilikinya, sehingga jika 

dilihat dari hubunganya, diketahui bahwa upah lebih tinggi 

berarti pekerjaan lebih produktif dan upah memuaskan 

memungkinkan perusahaan mendapatkan kinerja 

karyawannya memuaskan. Upah juga berfungsi untuk 

menggunakan sumber daya manusia tersebut secara efisien, 

efektif dan bermanfaat. Fungsi upah juga erat kaitanya 

dengan stimulasi dan memotivasi stabilitas pekerja sehingga 

memberikan semangat terhadap peran serta dalam 

pertumbuhan ekonomi.40 

Pengupahan selalu menjadi perhatian khusus untuk 

terciptanya ekosistem kerja yang efektif. Tujuan utama 

pengupahan adalah untuk memberikan hak pekerja dalam 

bentuk uang setelah melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai seorang pekerja. Upah sangatlah 

bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang 

baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. 

Pengupahan memberikan dampak pada perekonomian 

masyarakat dengan adanya kegiatan produksi dan konsumsi 

yang dilakukan. Pengupahan juga memiliki manfaat lain, 

diantaranya: 

 
40 Triton PB, Manajemen Sumber Daya Manusia: Perspektif Partnership dan 

Kolektivitas, (Yogyakarta: Tugu Publiser, 2007), 137. 
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a. Meningkatkan ikatan kerja sama yang baik, hal 

tersebut akan tercipta jika kondisi pengupahan 

yang stabil, terukur dan sesuai dengan perjanjian 

kerja. 

b. Meningkatkan kepuasan kerja, dengan upah yang 

cukup dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga 

memperoleh kepuasan atas kinerjanya tersebut. 

c. Memotivasi semangat kerja 

d. Stabilitas karyawan lebih terjamin sehingga 

pengadaan dan rekrutmen karyawan yang 

qualified untuk perusahaan akan lebih mudah 

e. Meningkatkan kedisiplinan dalam manajemen 

waktu dan produksi 

f. Pengaruh serikat buruh dengan kondisi stabil, 

dengan upah yang baik, serikat buruh akan 

memberikan kondisi yang aman dan stabilitas 

karyawan lebih terjamin karena turnover relatif 

kecil dan perpindahan ke perusahaan sejenis dapat 

dihindarkan 

g. Melaksanakan keputusan pemerintah, jika 

program upah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku (seperti batas upah minimum) maka 

intervensi pemerintah dapat dihindarkan.41 

 
41 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari 

Teori ke Praktik, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2005), 379-380. 
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BAB III 

PRAKTIK PENGUPAHAN BAGI ANAK YANG BEKERJA 

PADA ORANG TUANYA DI KECAMATAN 

TAWANGHARJO 

A. Gambaran Umum Kecamatan Tawangharjo 

Kecamatan Tawanghajo merupakan salah satu kecamatan 

yang berada di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kecamatan 

Tawangharjo berada pada Jalan Provinsi Purwodadi-Blora yang 

merupakan jalur alternatif dari Kota Semarang ke Surabaya. 

Tawangharjo memiliki potensi yang cukup bagus terhadap 

pengembangan wilayahnya baik dari sisi ekonomi, sosial, 

budaya dan keagamaan.1 Pengembangan tata kelola 

Pemerintahan Kecamatan Tawangharjo dapat dilaksanakan 

dengan melihat kondisi dan keadaan dalam beberapa aspek 

lingkungan kemasyarakatan sebagai berikut. 

 

1. Profil Pemerintahan 

Pemerintahan Kecamatan Tawangharjo dipimpin oleh 

seorang camat sebagai perangkat daerah. Camat Kecamatan 

Tawangharjo saat ini dijabat oleh Joko Suprianto, S.STP., 

M.H. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan 

Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan 

Kabupaten Grobogan, yang mana susunan organisasi 

Kecamatan Tawangharjo, terdiri atas:2 

a. Camat 

b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan: 

1) Sub Bagian Keuangan 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum 

 
1 Kisstriyanto, Bagian Pemerintahan Kantor Kecamatan Tawangharjo, 

Wawancara, Tawangharjo, 9 Maret 2023 
2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tawangharjo 2020 
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d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

e. Seksi Kesejahteraan Sosial 

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Secara administratif Kecamatan Tawangharjo terdiri 

dari 10 (sepuluh) desa dan letak kantor kecamatan/ibu kota 

kecamatan berada di Desa Tawangharjo. Daftar Desa di 

Kecamatan Tawangharjo adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Daftar Desa dan Jumlah Dusun, RW dan RT 

di Kecamatan Tawangharjo 

No. Nama Desa 
Jumlah 

Dusun 

Jumlah 

RW 

Jumlah 

RT 

1 Tawangharjo 2 5 24 

2 Pulongrambe 4 4 21 

3 Mayahan 7 7 38 

4 Jono 6 10 31 

5 Selo 9 11 58 

6 Tarub 4 4 36 

7 Pojok 5 9 37 

8 Plosorejo 6 7 40 

9 Godan 8 8 33 

10 Kemadohbatur 9 8 28 

Jumlah 60 73 346 

Sumber: Kecamatan Tawangharjo Dalam Angka 2022 

2. Kondisi Geografis 

Kecamatan Tawangharjo secara geografis berada 

pada titik koordinat astronomi 07.0850865 LS (Lintang 

Selatan) dan 111.002243 BT (Bujur Timur). Kecamatan 

Tawangharjo memiliki luas wilayah 8.360,39 ha dengan 

ketinggian rata-rata 44 mdpl (meter diatas permukaan laut), 

yang berbatasan dengan:3 

 
3 Kecamatan Tawangharjo Dalam Angka 2022 
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a. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 

Wirosari 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Pulokulon dan Kecamatan Purwodadi 

c. Sebelah barat berbatasan Kecamatan Grobogan 

d. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan 

Kayen dan Tambakromo di Kabupaten Pati 

Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Tawangharjo ke 

Ibukota Kabupaten Grobogan (Purwodadi) adalah 11 km 

yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 18 menit. Jumlah 

penduduk Kecamatan Tawangharjo berdasarkan populasi 

tahun 2021 yaitu berjumlah 58.844 jiwa dengan jenis 

kelamin laki-laki 30.250 jiwa dan perempuan 28.594 jiwa.4 

Berdasarkan jumlah populasi tersebut, tingkat kepadatan 

penduduk Kecamatan Tawangharjo adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Desa 

di Kecamatan Tawangharjo 

No. Nama Desa 
Luas 

(km2) 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

(jiwa/km2) 

1 Tawangharjo 2,47 5.537 2.238 

2 Pulongrambe 2,97 3.065 1.032 

3 Mayahan 4,47 6.271 1.402 

4 Jono 4,10 4.657 1.136 

5 Selo 4,95 9.709 1.960 

6 Tarub 6,90 7.022 1.018 

7 Pojok 5,43 6.459 1.187 

8 Plosorejo 12,29 74.79 608 

9 Godan 23,84 5.265 221 

10 Kemadohbatur 16,17 3.380 209 

Kec. Tawangharjo 83,60 58.844 704 

Sumber: Kecamatan Tawangharjo Dalam Angka 2022 

 
4 Kecamatan Tawangharjo Dalam Angka 2022 
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3. Kondisi Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan 

Tingkat Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat 

merupakan satu hal penting dalam pengelolaan sistem 

pemerintahan. Pemerintah harus betul-betul memperhatikan 

tingkat pendidikan dalam masyarakat begitu pula dengan 

sarana-prasarana yang menunjang dalam pengelolaan 

pendidikan, mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA dan Perguruan Tinggi. Berdasarkan data Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan dan 

Kementerian Agama Kabupaten Grobogan tahun 2021, 

terdapat 11.051 siswa/siswi dan 23 mahasiswa dengan 852 

guru dan 15 dosen yang tersebar di 110 Sekolah dan 1 

Perguruan Tinggi di Kecamatan Tawangharjo, sebagaimana 

uraian berikut:5 

a. Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 747 siswa 

dan Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 834 siswa 

b. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 3.275 siswa dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 1.610 siswa 

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 

1.238 siswa dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

sebanyak 1.610 siswa 

d. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 315 

siswa dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 1.445 

siswa 

e. Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi) sebanyak 23 

mahasiswa 

Pada Tahun 2020 salah satu yayasan yang berada di 

Kecamatan Tawangharjo mendirikan Perguruan Tinggi 

yang bernama Sekolah Tinggi Islam Sunniyyah Selo 

(STISS) yang merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi di 

Kecamatan Tawangharjo. Hal ini tentu membawa angin 

segar dan harapan bagi dunia pendidikan di Kecamatan 

Tawangharjo untuk meningkatkan kualitas tingkat 

 
5 Kecamatan Tawangharjo Dalam Angka 2022 
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pendidikan menjadi lebih baik sehingga menumbuhkan 

kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya ilmu 

pengetahuan. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat 

dilihat dari fasilitas kesehatan yang ada. Di Kecamatan 

Tawangharjo 1 Puksesmas di pusat kecamatan, 4 Puskesmas 

Pembantu, 1 Puskesmas Keliling, 8 Pos Kesehatan Desa, 76 

Posyandu, 6 Apotek, 6 Dokter Umum, 1 Dokter Gigi dengan 

24 Paramedis dan 25 Bidan Desa. Kecamatan Tawangharjo 

juga menerapkan program keluarga berencana (KB) dengan 

peserta aktif sebanyak 9.746 peserta.6 

Berdasarkan tahapan keluarga sejahtera pada tahun 

2021 terdapat 13.137 keluarga dengan status pra sejahtera, 

3.359 keluarga dengan status sejahtera-1 dan 3.562 dengan 

status keluarga sejahtera.7 Pemerintah Kecamatan 

Tawangharja terus mengoptimalkan program-program 

sosial kemasyarakatan guna membangun kesejahteraan 

masyarakat, baik melalui program pemerintah seperti 

Program Keluarga Harapan (PKH), Program BPNT, 

Program Indonesia Pintar dan program pelatihan kerja 

masyarakat serta kebijakan-kebijakan yang menjadi 

program kinerja pemerintah kecamatan. 

4. Kondisi Perekonomian 

Ekonomi masyrakarat di Kecamatan Tawangharjo 

mengandalkan bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, 

pariwisata, industri dan sektor pendukung lainya. Pertanian 

dan perkebunan berjalan dengan adanya dukungan lahan 

pertanian seluas 4.115 ha dengan lahan sawah seluas 2.502 

ha dan lahan bukan sawah seluas 1.613 ha. Hasil pertanian 

masyarakat antara lain padi dan jagung yang merupakan 

komoditas hasil pertanian utama masyarakat. Tanaman 

 
6 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tawangharjo 2020 
7 Kecamatan Tawangharjo Dalam Angka 2022 



48 
 

 

palawija seperti, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi 

kayu, dan ubi jalar juga ditanam di lahan sawah maupun 

lahan pertanian bukan sawah. Sayuran dan buah-buahan 

juga tumbuh sebagai pendapatan ekonomi masyarakat 

seperti cabai, tomat, kol, timun, melon dan semangka. 

Penggerak roda perekonomian masyarakat selain 

lainya yaitu perdagangan dan industri rumahan. Di 

Kecamatan Tawangharjo terdapat 8 pasar umum, 3 swalayan 

dan 627 toko/warung yang mempekerjakan masyarakat 

dengan usia kerja dan latar belakang yang beragam.8 

Beberapa kegiatan usaha mempekerjakan keluarganya 

sendiri guna untuk kemudahan dalam memajukan usaha dan 

memperkecil tingkat pengangguran dalam keluarga. Salah 

satu kegiatan usaha yang paling terkenal di Kecamatan 

Tawangharjo adalah produksi garam yang berada di Desa 

Jono yang faktanya jauh dari laut. Produksi garam tersebut 

berkembang dengan baik mulai dari proses produksi, 

distribusi hingga pemasaranya.9 

Kondisi pariwisata di Kecamatan Tawangharjo juga 

berkembang pesat, hal ini dikarenakan adanya beberapa 

wisata religi seperti Makam Ki Ageng Selo dan Makam Ki 

Ageng Tarub yang selalu dikunjungi para peziarah. Terdapat 

pula Desa Wisata Tarub yang terdapat beberapa kebun buah 

seperti kebun belimbing dan kebun jambu. Wisata alam air 

terjun widuri juga tak kalah ramainya oleh para pengunjung 

karena keindahan pemandangan dan sejuknya suasana 

alam.10 Kondisi pariwisata tersebut tentu membawa dampak 

yang baik bagi perekonomian masyarakat sekitar.  

 

 
8 Kecamatan Tawangharjo Dalam Angka 2022 
9 Kisstriyanto, Bagian Pemerintahan Kantor Kecamatan Tawangharjo, 

Wawancara, Tawangharjo, 9 Maret 2023 
10 Ibid. 
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5. Kondisi Keagamaan 

Kondisi keagamaan di Kecamatan Tawangharjo dapat 

dikatakan cukup kuat terlebih agama islam, hal ini 

dipengaruhi adanya sosok seorang tokoh ulama dan kiai 

besar yaitu Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Tarub yang 

merupakan leluhur raja-raja kesultanan mataram. Kedua 

makam tokoh tersebut hingga saat ini berada dalam 

perawatan juru kunci dibawah Keraton Surakarta 

Hadiningrat. Desa selo yang merupakan tempat Makam Ki 

Ageng Selo, kini dikelilingi puluhan pondok dengan ribuan 

santri yang belajar agama islam dari berbagai daerah. Kiai 

dan para asatidz pengasuh pondok juga banyak didapati di 

desa tersebut, sehingga menjadikan desa tersebut sebagai 

desa yang terkenal dengan pendidikan pesantrennya. 

Pesatnya perkembangan agama islam tersebut tidak 

menjadikan Kecamatan Tawangharjo menjadi kaku 

terhadap agama lain. Terdapat beberapa agama yang juga 

berkembang antara lain kristen, katolik dan hindu yang 

penyebaranya terbilang nyata walaupun tidak dalam jumlah 

yang besar. Jumlah penganut agama di Kecamatan 

Tawangharjo adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Jumlah Penganut Agama di Kecamatan 

Tawangharjo 

No. Agama 
Jumlah Peganut (orang) 

2016 2018 2020 

1 Islam 53.564 53.939 53.939 

2 Kristen Protestan 78 76 76 

3 Katolik 141 140 150 

4 Hindu 39 39 39 

5 Budha 0 0 10 

6 Konghucu 0 0 0 

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Kecamatan Tawangharjo 2020 
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Penganut agama dalam jumlah yang besar tentu harus 

memiliki tempat ibadah yang baik dan layak, sehingga 

dalam beribadah dapat merasakan kekhusyukan dan 

ketenangan. Di Kecamatan Tawangharjo terdapat beberapa 

tempat ibadah antara lain yaitu sebanyak 67 masjid, 221 

mushola dan 4 gereja.11 Salah satu tempat ibadah yang 

terkenal adalah Masjid Ki Ageng Selo yang berada di Desa 

Selo yang memiliki bagunan dengan khas arsitektur jawa 

klasik. Masjid Ki Ageng Selo juga menjadi daya tarik 

tersendiri oleh para pengunjung, dengan berbagai macam 

kegiatan dan tradisi keagamaanya. 

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Tawangharjo 

 

Sumber: Website Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Grobogan 

 
11 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tawangharjo 2020 
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B. Praktik Pengupahan Bagi Anak Yang Bekerja Pada Orang 

Tuanya di Kecamatan Tawangharjo 

Upah merupakan bentuk timbal balik berupa imbalan 

sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi 

pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian 

kedua pihak.12 Dalam hal pemberian upah, perjanjian antara 

kedua pihak sangat penting untuk dilaksanakan, perjanjian 

dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian secara lisan. 

Pelaksanaan sistem pengupahan kerja merupakan bentuk 

kebijakan yang dilaksanakan oleh pengusaha dalam 

memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan ketentuan dan 

perjanjian yang telah dibuat. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem 

pengupahan kerja antara lain bentuk kegiatan usaha dan bentuk 

perjanjian kerja. Kegiatan usaha yang dijalankan pengusaha 

dalam hal ini, orang tua sebagai pengusaha dan anak sebagai 

pekerjanya berupa kegiatan usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM). UMKM merupakan usaha yang dijalankan secara 

perorangan maupun badan usaha mikro yang meliputi koperasi, 

toko, warung, dan kegiatan usaha produksi seperti produksi 

pembuatan makanan, bahan baku, kerajinan maupun bentuk 

produksi lainya. Di Kabupaten Grobogan terdapat banyak 

UMKM yang menyebar luas, hal ini dipengaruhi oleh keadaan 

geografis berupa pedesaan yang jauh dari lingkup perkotaan, 

sehingga industri besar dan perbelanjaan seperti swalayan, mini 

market dan mall jarang dijumpai di daerah ini. 

Penyebaran kegiatan usaha mikro semakin diserukan 

oleh pemerintah baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun 

desa untuk mendukung peningkatan ekonomi di daerahnya. Di 

Kecamatan Tawangharjo, kegiatan usaha masyarakat sangat 

diperhatikan untuk mendukung sektor pariwisata seperti wisata 

religi Makam Ki Ageng Selo dan Makam Ki Ageng Tarub serta 

 
12 Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon (Jakarta Indonesia 

Legal Center Publishing, 2006), 1. 
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wisata alam Air Terjun Widuri dan Kebun Belimbing. 

Disamping faktor pendukung pariwisata, kegiatan usaha juga 

memberikan peluang masyarakat untuk membuat lapangan 

pekerjaan khususnya untuk diri sendiri dan keluarga sehingga 

dapat terbebas dari pengangguran. Dari hal tersebut tidak 

sedikit dari orang tua yang memiliki kegiatan usaha untuk 

mempekerjakan anaknya ditempat usahanya sendiri dengan 

mempertimbangan berbagai hal termasuk manfaat dan efisiensi 

dalam pengupahan. 

1. Perjanjian Kerja Seorang Anak di Tempat Kerja Milik 

Orang Tuanya di Kecamatan Tawangharjo 

Perjanjian kerja sangat penting untuk diperhatikan 

dalam pelaksanaan sistem pengupahan kerja. Dalam 

pembahasan perjanjian kerja tidak terlepas kaitanya dengan 

usia kerja seorang anak. Seorang anak yang bekerja ditempat 

usaha orang tua memiliki usia yang beragam, mulai dari 

anak-anak, remaja maupun dewasa, tentu hal tersebut 

mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda-beda. 

Pelaksanaan perjanjian kerja dalam islam, akadnya harus 

dilaksanakan oleh orang dewasa, berakal dan dapat 

membedakan antara yang baik dan buruk, sehingga akad nya 

menjadi sah jika hal tersebut terpenuhi.13  Usia kerja menurut 

hukum positif adalah mereka yang telah berusia 18 Tahun, 

hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (6) UU 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa: 

Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 

(delapan belas) tahun.14  Berdasarkan ketentuan tersebut 

menyatakan bahwa syarat orang yang dapat dipekerjakan 

sebagai tenaga kerja adalah yang berumur 18 tahun atau 

lebih. 

 
13 Suryadi Bata Ahmad & Rahmah Amir, “Sistem Kontrak Kerja antara Karyawan 

dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam” 

Jurnal Shautuna, Vol. 1, No. 2, 2020, 31. 
14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 (Wikisource, 2020) 



53 
 

 

Perjanjian kerja seorang anak di tempat kerja milik 

orang tuanya dalam penelitian yang dilaksanakan pada 15 

(lima belas) sampel penelitian dalam wawancara, tidak ada 

perjanjian kerja yang dilaksanakan secara tertulis. Perjanjian 

kerja dilaksanakan secara lisan melalui pernyataan kerja, hal 

tersebut dikarenakan hubungan kepercayaan secara alami 

antara orang tua dan anak sehingga tidak diperlukan 

perjanjian secara tertulis. Hal tersebut juga dipengaruhi 

kecilnya kegiatan usaha yang hanya melibatkan beberapa 

pihak sehingga tidak diperlukan perjanjian kerja secara 

formal dan tertulis seperti di perusahaan dan industri pada 

umumnya. 

Hasil penelitian yang dilaksanakan terkait perjanjian 

kerja, sebagaimana yang disampaikan oleh Fajar Khairul 

(22) bahwa perjanjian kerja yang ia lakukan dengan orang 

tuanya dalam kegiatan usaha rumah vermak (jahit) 

dilaksanakan secara lisan, dengan pembicaraan bahwa ia 

diajak untuk bekerja di rumah saja setelah lulus sekolah 

dengan kesepakatan upah yang ditentukan.15 Hal tersebut 

juga disampaikan oleh Khafid (22), seorang pekerja bagian 

pengiriman barang di kegiatan usaha milik orang tuanya. 

Pada mulanya Khafid ditawari untuk bekerja di kegiatan 

usaha milik bapaknya setelah ia lulus sekolah sehingga tidak 

perlu cari pekerjaan lain di luar. Khafid dijanjikan untuk 

bekerja di bagian pengiriman barang dengan upah yang 

diberikan setiap sekali pengiriman. Khafid menerima 

tawaran tersebut karena belum ada pekerjaan setelah lulus 

dan setelah beberapa kali dilatih oleh bapaknya untuk 

melakukan pengiriman barang produksi ia merasa nyaman 

dalam bekerja dan bisa belajar lebih di kegiatan usaha 

tersebut.16 

 
15 Fajar Khairul, Wawancara, Tawangharjo, 26 Februari 2023 
16 Khafid, Wawancara, Tawangharjo, 20 Maret 2023 
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Keterangan lain disampaikan oleh Luki Irwanto (21) 

bahwa ia bersama dengan orang tuanya merintis usaha 

produksi pembuatan tempe dengan modal dari orang tuanya. 

Dalam pernyataan kerja yang telah disepakati disebutkan 

mengenai tugas masing-masing dalam proses pembuatan 

maupun pemasaran, disebutkan pula waktu bekerja dan upah 

yang diberikan. Hal tersebut serupa dengan yang 

disampaikan oleh Nuriana Eka (21) dan Nuriani Dwi (21), 

seorang kembar yang bersama-sama membangun usaha 

warung/kantin sekolah dengan orang tuanya. Mereka berdua 

bermusyawarah dengan orang tuanya untuk menentukan 

tugas masing-masing yang dibagi berdasarkan kesepakatan 

kerja, begitu juga dengan waktu bekerja dan upahnya.17 

Dalam keterangan lain berkaitan dengan perjanjian 

kerja disampaikan oleh A. Misbahul Munir (26) bahwa tidak 

ada perjanjian kerja antara ia dengan orang tuanya, hanya 

ada pernyataan orang tua berupa permintaan untuk 

membantu bekerja di kios pasar. Pernyataan tersebut juga 

sekedar untuk membantu orang tuanya tidak ada 

kesepakatan terkait waktu maupun upah kerjanya.18 

Pernyataan membantu bekerja juga disampaikan oleh 

Miftahul Firdaus (21) yang ikut bekerja di tempat produksi 

kerupuk milik orang tuanya. Ia menyampaikan bahwa dulu 

ia membantu usaha orang tuanya melalui coba-coba tanpa 

ada bentuk pernyataan kerja sampai sekarang, karena pada 

dasarnya ia masih ingin mencari kerja di tempat lain untuk 

meningkatkan pengalamannya. Dalam membantu usaha 

orang tua ia lakukan sampai nantinya ada panggilan kerja 

tetap, sehingga perjanjian kerja ditempat orang tuanya tidak 

ada, termasuk kesepakatan waktu maupun upah.19 

 
17 Nuriana Eka dan Nuriani Dwi, Wawancara, Tawangharjo, 20 Maret 2023 
18 A. Misbahul Munir, Wawancara, Tawangharjo, 11 Maret 2023 
19 Miftahul Firdaus, Wawancara, Tawangharjo, 19 Maret 2023 
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Berdasarkan keterangan data perjanjian kerja diatas, 

dapat dipahami bahwa perjanjian kerja seorang anak di 

tempat kerja milik orang tuanya di Kecamatan Tawangharjo 

terbatas pada perjanjian secara lisan namun bentuk 

pernyataanya sangat beragam sehingga dapat 

diklasifikasikan hal tersebut merupakan bagian dari bentuk 

perjanjian kerja atau tidak. Hal tersebut juga dapat dipahami 

berdasarkan hukum islam melalui terpenuhinya syarat dan 

rukun akad. 

2. Bentuk Pengupahan Kerja Seorang Anak di Tempat Kerja 

Milik Orang Tuanya di Kecamatan Tawangharjo 

Pengupahan kerja seorang anak di tempat kegiatan 

usaha milik orang tuanya sangat bermacam-macam 

jenisnya, mulai dari pengupahan uang seperti layaknya 

pekerja pada umumnya maupun pengupahan berupa 

permintaan. Upah yang diberikan pun ada yang standar upah 

pekerja, dibawah standar dan diatas standar pengupahan. 

Hal tersebut dilatarbelakangi bagaimana orang tua 

memposisikan anaknya dalam bekerja, apakah ada 

keistimewaan atau biasa seperti pada umumnya. 

Upah berupa uang diberikan sesuai kesepakatan 

kedua pihak, ada yang diberikan setiap sebulan sekali seperti 

halnya yang disampaikan oleh M. Ridwan Arwani dalam 

keteranganya. M. Ridwan Arwani (20) merupakan seorang 

pekerja di Fotokopi dan Toko Alat Tulis milik orang tuanya. 

Orang tuanya memiliki dua toko di tempat yang berbeda dan 

memiliki beberapa pekerja termasuk dirinya. Ia bekerja 

sebagai penjaga dan pelayan toko yang bekerja mulai pukul 

07.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, jam kerja tersebut 

menyesuaikan juga pada kondisi cuaca dan liburan sekolah. 

Upah yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- 

yang besarannya juga sama seperti yang diberikan pada 

pekerja lain di toko orang tuanya. Ia cukup puas dengan upah 

yang diberikan karena upah tersebut dirasa cukup untuk 

kebutuhan pribadinya dan bisa belajar lebih untuk 
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mengelola toko dan bersama membangun usaha orang 

tuanya, terlebih pekerjaan tersebut tidak terlalu berat.20 Hal 

serupa juga disampaikan oleh Ilmi Fadhila (20), yang 

mendapatkan upah sebesar Rp. 800.000,- perbulan di toko 

bangunan milik bapaknya. Ia bekerja di bagian pelayanan 

toko pada sesi siang pukul 13.00 WIB sampai 17.00 WIB. 

Upah yang diberikan tersebut berbeda dengan dua orang 

pekerja lainnya yang mendapatkan upah Rp. 1.500.000,- 

perbulan, pengupahan tersebut berbeda karena adanya 

perbedaan waktu. Ia merasa puas dengan upah yang 

diberikan karena ia memiliki tambahan pendapatan sendiri 

selain dari kegiatannya yaitu jualan online.21 

Berbeda dengan pengupahan diatas yang diberikan 

secara bulanan, beberapa pekerja diberikan upah setiap 

seminggu sekali. Amri Muthohar (21) mendapatkan upah 

sebesar Rp. 300.000,- perminggu. Ia bekerja di toko 

sembako dan obat pertanian milik orang tuanya selama 

setengah hari dan bergantian dengan pekerja lain di setengah 

hari berikutnya. Upah yang diberikan kepada pekerja lain 

berbeda dengan dirinya, yaitu sebesar Rp. 250.000,- 

perminggu. Upah yang dibayarkan setiap seminggu sekali 

juga diberikan kepada Nuriana Eka (21) dan Nuriani Dwi 

(21) sebagai penjaga warung/kantin sekolah yang 

mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- perminggu dari 

orang tuanya saat warung tersebut ramai. 

Upah berupa uang yang diberikan kepada pekerja 

ditempat kerja orang tuanya juga yang diberikan secara 

harian. Berdasarkan keterangan Luki Irwanto (21) yang 

bekerja di tempat produksi pembuatan tempe milik orang 

tuanya, dalam sehari ia mendapatkan upah sebesar Rp. 

40.000,- dari pekerjaannya di bagian pembungkusan dan 

pemasaran tempe. Ia merasa puas dengan upah yang 

 
20 M. Ridwan Arwani, Wawancara, Tawangharjo, 25 Februari 2023 
21 Ilmi Fadhila, Wawancara, Tawangharjo, 25 Maret 2023 
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diberikan tersebut karena pekerjaanya dapat dilakukan di 

rumah sendiri dan tidak ada tekanan dalam bekerja sehingga 

dapat merasa lebih nyaman.22 

Upah uang secara borongan diberikan kepada Fajar 

Khairul (22) dan Khafid (22) yang masing-masing bekerja 

ditempat usaha milik orang tuanya. Fajar mendapatkan upah 

dengan sistem borongan sekitar Rp. 300.000,- yang dapat 

dikerjakan 5 sampai 7 hari. Upah tersebut didapatkan dari 

pekerjaannya di bagian menjahit dan packing di rumah 

vermak (jahit) milik orang tuanya. Dalam bekerja secara 

borongan tersebut, pekerjaan dikerjakan oleh 4 pekerja, 

dengan upah yang diberikan sama, tergantung pada bagian 

pekerjaan yang diambil, seperti bagian menjahit, gunting, 

pengemasan dan lainya. Upah yang diberikan tersebut 

menurutnya cukup puas karena sama dengan pekerja lain 

tidak ada perbedaan dalam hal pengupahan. Menurutnya 

upah yang diberikan cukup untuk keperluan pribadi, tetapi 

untuk keperluan mendatang atau menabung di masa depan 

masih kurang, sehingga memungkinkan di lain waktu untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih besar upahnya.23 

Sedangkan Khafid mendapatkan upah setiap sekali 

pengiriman barang ke luar kota sebesar Rp. 400.000,- 

dengan mobil truk yang ia kendarai sendiri. Barang tersebut 

berupa loster (angin-angin), yang merupakan produk 

kegiatan usaha milik orang tuanya. Dalam sebulan ia bisa 

melakukan pengiriman barang hingga 5 kali di beberapa 

kota seperti Solo dan Boyolali. Dalam pengiriman barang 

tersebut, Ia didampingi seorang kernet yang juga sebagai 

pekerja angkat bongkar yang mendapatkan upah sebesar Rp. 

200.000 sekali pengiriman.24 

 
22 Luki Irwanto, Wawancara, Tawangharjo, 11 Maret 2023 
23 Fajar Khairul, Wawancara, Tawangharjo, 26 Februari 2023 
24 Khafid, Wawancara, Tawangharjo, 20 Maret 2023 
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Upah kerja yang diberikan juga dapat berupa 

permintaan barang misalnya motor. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Risma Alfiana (22) yang bekerja di 

warung kantin sekolah milik orang tuanya. Ia mau bekerja di 

sana jika dibelikan motor untuk transportasi pulang pergi 

walaupun sudah ada motor sebelumnya dirumah. Setelah 

berjalan beberapa bulan ia diberikan upah sebesar Rp. 

600.000,- untuk keperluan pribadinya dari pekerjaannya 

menjaga kantin tersebut.25 Upah berupa permintaan juga 

diberikan kepada Fandi Raharja (23) yang bekerja di tempat 

cucian motor milik orang tuanya. Beberapa bulan bekerja, ia 

diberikan uang untuk membeli keperluan pribadi seperti 

paket data dan bensin, namun setelah beberapa bulan ia 

meminta untuk dibelikan motor sebagai bentuk upahnya 

sudah mau bekerja di tempat cucian motor milik orang 

tuanya.26 

Bentuk upah lain yang diberikan adalah berupa hasil 

penjualan bahan bakar pertalite. Hal itu diungkapkan oleh 

Rafa Harda (18) yang bekerja di toko sembako milik ibunya 

sebagai penjaga dan pelayan toko. Di toko tersebut terdapat 

pom mini yang dikelola secara penuh oleh Rafa Harda. Upah 

yang diberikan selama bekerja sebagai penjaga toko dan 

pom mini adalah hasil dari penjualan pertalite pom mini 

tersebut, sehingga upahnya tidak menentu. Walaupun 

demikian, ia merasa puas dengan upah yang diberikan 

karena ia bisa belajar mengelola toko tersebut dan secara 

penuh mengelola pom mini tersebut.27 

Bekerja di tempat usaha milik orang tuanya tidak 

selalu mendapatkan upah berupa uang. Bahkan ada beberapa 

keterangan dari seorang pekerja yang tidak diberikan upah 

sama sekali, hal tersebut disampaikan oleh Amilia Ratna 

 
25 Risma Alfiana, Wawancara, Tawangharjo, 12 Maret 2023 
26 Fandi Raharja, Wawancara, Tawangharjo, 21 Maret 2023 
27 Rafa Harda, Wawancara, Tawangharjo, 25 Februari 2023 
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(22) yang bekerja di toko kelontong milik orang tuanya. Dia 

bekerja sebagai penjaga toko setiap tidak ada jam kuliah, 

sehingga pekerjaannya tersebut sebagai sampingan selama 

ia masih belajar di bangku perkuliahan. Ia bekerja untuk 

membantu orang tuanya mengelola toko sehingga lebih 

hemat tidak perlu mencari pekerja lain. Selama ia bekerja, ia 

tidak mendapatkan upah sama sekali, menurutnya hasil dari 

penjualan usaha toko kelontong tersebut untuk biaya kuliah, 

sehingga ia tidak meminta upah bekerjanya.28 

Upah bekerja juga dapat berupa uang jajan seperti 

uang untuk beli paket data, bensin, rokok maupun uang 

ngopi. Upah tersebut tidak pasti dan hanya diberikan saat 

membutuhkan saja. Hal tersebut dialami oleh Miftahul 

Firdaus (21) dan A. Misbahul Munir (26) yang masing-

masing bekerja di tempat usaha milik orang tuanya. Menurut 

A. Misbahul Munir, ia hanya membantu usaha orang tuanya 

dan tidak mau menuntut untuk diberikan upah berupa uang 

secara pasti. Ia juga menambahkan bahwa ia puas dengan 

apa yang diberikan kepadanya tersebut, karena bisa 

membantu usaha orang tua dan bersyukur keluarga 

mempunyai usaha sendiri. Kedepannya mungkin ia bisa 

membuka sendiri kios sembako di pasar untuk 

keberlangsungan hidup di masa depan. 

Keterangan data diatas merupakan bentuk 

pengupahan kerja seorang anak di tempat kegiatan usaha 

milik orang tuanya, dengan berbagai macam bentuk 

pengupahan. Jika dilihat dari besaran upah diatas, uang yang 

diberikan kepada pekerja kurang dari standar Upah 

Minimum Kabupaten (UMK) Grobogan Tahun 2023 yaitu 

sebesar Rp. 2.029.569,04.29 Hal tersebut didasari pada 

bentuk pekerjaan mereka yang dapat dikategorikan sebagai 

 
28 Amilia Ratna, Wawancara, Tawangharjo, 15 Maret 2023 
29 Saiful Anwar, Resmi Ditetapkan, UMK Grobogan 2023 (murianews.com, 
2022) dikutip: https://www.tribunnews.com/regional/2022/12/13/daftar-ump-

umk-umr-kabupaten-grobogan-jawa-tengah-2023, diakses 2 Mei 2023 
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sektor informal, yaitu pekerjaan yang tidak berada pada 

lingkup sektor formal seperti halnya pada perusahaan, 

pabrik, lembaga maupun industri. Hal lain yang menjadi 

pertimbangan adalah jam kerja, dimana jam kerja mereka 

rata-rata kurang dari 35 jam dalam seminggu, hal tersebut 

dapat dikategorikan sebagai pekerja paruh waktu.30 

Upah rata-rata yang diberikan kepada pekerja dalam 

hal ini seorang anak di tempat kerja milik orang tuanya di 

Kecamatan Tawangharjo, adalah sebesar Rp. 1.050.000,- 

perbulan. Besaran upah rata-rata tersebut nilainya setengah 

dari upah UMK Kabupaten Grobogan Tahun 2023. Upah 

kerja paling sedikit yaitu senilai Rp. 600.000,- yang 

diberikan kepada M. Ridwan Arwani (20) yang bekerja di 

Fotokopi dan Toko Alat Tulis. Sedangkan upah kerja paling 

besar diberikan kepada Khafid yang mendapatkan upah Rp. 

400.000,- setiap sekali pengiriman barang ke luar kota, 

sehingga dalam sebulan ia bisa melakukan 5 kali pengiriman 

barang dengan jumlah upah sebesar Rp. 2.000.000,-. Khafid 

juga bisa mendapatkan upah lebih dari pekerjaan bagian 

produksi diluar waktu pengiriman barang tersebut. Besaran 

upah yang diberikan kepada pekerja disesuaikan dengan 

beberapa hal antara lain, jam kerja, kondisi kerja, tempat 

kerja dan faktor internal orang tua sebagai pemilik usaha. 

3. Dampak Terhadap Pengupahan Kerja Seorang Anak di 

Tempat Kerja Milik Orang Tuanya di Kecamatan 

Tawangharjo 

Pengupahan yang diberikan kepada pekerja memiliki 

dampak terhadap pengusaha maupun pekerja itu sendiri. 

Seorang anak yang bekerja di tempat kegiatan usaha milik 

orang tuanya tidak selamanya akan menguntungkan usaha 

yang dijalankan, beberapa masalah akan timbul jika tidak 

ada komunikasi yang baik antara keduanya terkait ketentuan 

kerja dan pengupahan. Dampak pengupahan dipengaruhi 

 
30 Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Grobogan 2022, 58. 
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oleh beberapa hal antara lain tingkat kepuasan pekerja 

terhadap pemberian upah dan tingkat kepuasan pemilik 

usaha terhadap kinerja anak sebagai pekerja. 

Kepuasaan kedua pihak sangat mempengaruhi 

kelanjutan usaha di masa mendatang dan akan berdampak 

baik terhadap peningkatan dan perkembangan kegiatan 

usaha. Kepuasan kedua pihak disampaikan oleh Khafid 

(seorang anak yang bekerja) dan Mustain (orang tua Khafid 

sebagai pemilik usaha) dalam keteranganya. Khafid (22) 

menyampaikan bahwa upah yang diberikan oleh orang 

tuanya cukup tinggi, sehingga ia merasa puas terhadap upah 

yang diberikan tersebut. Ia menyampaikan bahwa 

sebenarnya upah tersebut sesuai dengan apa yang ia 

kerjakan, karena pekerjaan yang ia lakukan juga berat dan 

beresiko, akan tetapi berkat didikan orang tuanya ia sudah 

cukup mampu untuk melaksanakannya. Ia menyampaikan 

walaupun pekerjaannya berat, ia cukup menikmati pekerjaan 

tersebut. Dari sisi lain, Mustain (57) menyampaikan bahwa 

ia puas terhadap pekerjaan anaknya yang cepat dan cukup 

terampil, tentu hal itu berkat usahanya dalam belajar dan 

didikan orang tua selama ini. Ia berharap usaha tersebut bisa 

dilanjutkan oleh anaknya di kemudian hari, namun 

sementara waktu ini tetap fokus dalam belajar baik di 

pembuatan produk, pemasaran dan pengiriman barang. 

Harapan kedepan jika anak sudah berkeluarga ia bisa 

meneruskan pekerjaan tersebut tanpa kesulitan dalam 

mencari pekerjaan.31 

Kepuasan kedua pihak juga dirasakan Luki Irwanto 

(seorang anak yang bekerja) dan Sulasih (orang tua Luki 

Irwanto, sebagai pemilik usaha). Luki Irwanto (21) 

menyambaikan bahwa Ia puas terhadap upah yang diberikan 

kepadanya, karena pekerjaannya dilakukan di rumah sendiri 

sehingga lebih nyaman dan tidak banyak tekanan. Ia 

 
31 Khafid dan Mustain, Wawancara, Tawangharjo, 20 Maret 2023 
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berharap kedepannya usaha orang tua bisa lebih maju dan 

pemasaran produk bisa lebih luas. Hal yang sama 

disampaikan oleh Sulasih (47) bahwa ia sangat puas dengan 

perkembangan anaknya. Melihat anak semangat dalam 

bekerja tentu sangat senang, harapannya kemampuan anak 

bisa lebih baik dan bisa mengembangkan usaha yang telah 

dirintis serta bisa membuat usaha lain yang memiliki 

peluang dan potensi yang besar.32 

Kepuasan kedua pihak tidak selamanya terjadi, hal itu 

tentu terdapat alasan-alasan yang mengakibatkan 

ketidakpuasan salah satu pihak. Hal tersebut dirasakan oleh 

Fajar Khairul (22) yang menyampaikan bahwa Pengupahan 

yang diberikan kepadanya untuk keperluan pribadi memang 

mencukupi, tetapi tidak untuk jangka panjang. Ia 

menyampaikan bahwa upah yang diberikan untuk keperluan 

mendatang seperti menabung dan persiapan kedepan dirasa 

masih kurang, sehingga ia fokus untuk mencari pekerjaan 

lain yang upahnya lebih tinggi dan menjanjikan. Dari sisi 

orang tuanya, Sumini (42) menyampaikan bahwa 

keberadaan anaknya di rumah sangat membantu kegiatan 

usahanya, ia juga puas dan senang melihat anaknya belajar. 

Ia menanggapi keterangan anaknya dan akan memberikan 

kebebasan untuk mencari kerja lain di luar dengan upah yang 

tinggi dan menjanjikan sehingga mampu untuk tabungan 

masa depan. Ia juga memahami ketidakpuasan anaknya 

terhadap upah yang diberikan karena beberapa faktor 

termasuk keterbatasan.33 

Ketidakpuasan lain disampaikan oleh Nuriana Eka 

(21) dan Nuriani Dwi (21) sebagai penjaga warung/kantin 

milik orang tuanya. Mereka menyampaikan bahwa nominal 

upah yang diberikan cukup kecil sehingga kurang puas 

dengan upah yang diberikan. Upah yang kecil juga disertai 

 
32 Luki Irwanto dan Sulasih, Wawancara, Tawangharjo, 11 Maret 2023 
33 Fajar Khairul dan Sumini, Wawancara, Tawangharjo, 26 Februari 2023 
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dengan waktu bekerja yang cukup panjang yaitu dari pagi 

sampai sore. Namun dalam keterangannya mereka 

menyampaikan jika kegiatan usaha yang dijalankan orang 

tuanya masih kecil sehingga menuntut untuk puas dan 

menerima. Mereka juga melihat adanya peluang tersebut 

perlu disyukuri, karena tempat bekerja di depan rumah 

sendiri sehingga ada peluang memperbesar warung tersebut. 

Sementara orang tuanya, Siti Maesaroh (46) menyampaikan 

bahwa ia puas, bangga dan bersyukur bahwa disela-sela 

kegiatan belajar (kuliah) anaknya, mereka bisa menjalankan 

usaha orang tuanya dengan baik. Ia berharap sementara ini 

mereka bisa melanjutkan usaha ini hingga lulus kuliah 

sehingga mereka bisa mencapai cita-citanya, baru setelah itu 

mereka boleh mencari kerja sendiri sesuai dengan 

keinginannya.34 

Berbicara mengenai kepuasan kedua pihak, terdapat 

keterpaksaan yang dialami. Hal itu disampaikan oleh Amri 

Muthohar (21) bahwa ia masih belum mendapatkan 

pekerjaan, sehingga ia terpaksa masih dirumah hingga saat 

ini. Keberadaannya di rumah membuatnya ikut bekerja di 

toko milik orang tuanya. Menurutnya pekerjaan tersebut bisa 

mengisi waktu luangnya dari pada menganggur tidak ada 

kegiatan dan pemasukan. Orang tuanya, Sumarno (55) 

memberikan kesempatan anaknya untuk mencari kerja dan 

mencari pengalaman seluas-luasnya. Kalau terpaksa belum 

mendapatkan kerja di luar, maka silakan belajar terlebih 

dahulu untuk mengelola toko. Ia menyampaikan sementara 

ini bekerjanya berbagi waktu dengan pekerja lain yang 

sudah ada.35 

 

 
34 Nuriana Eka, Nuriani Dwi dan Siti Maesaroh, Wawancara, Tawangharjo, 20 

Maret 2023 
35 Amri Muthohar dan Sumarno, Wawancara, Tawangharjo, 19 Maret 2023 
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 Koreksi dalam bekerja juga disampaikan oleh 

Mahmud (51) yang merupakan orang tua dari Ilmi Fadhila 

(20). Ia menyampaikan bahwa ia cukup puas dengan kerja 

anak, namun terdapat beberapa koreksi antara lain yaitu 

jangan sering meninggalkan toko saat jam kerja, apalagi saat 

toko sedang ramai. Hal tersebut tentu menyulitkan beberapa 

pekerja lain, sehingga tidak baik. Meskipun mengetahui 

alasan anaknya meninggalkan toko yaitu untuk COD jualan 

online, namun hal itu harus dihindari dan pandai-pandai 

dalam membagi waktu. Ia berharap kondisi yang seperti itu 

segera dihilangkan, fokuslah dalam bekerja jangan sampai 

kejadian seperti itu terjadi saat anak kerja di tempat lain, 

jelas itu hal yang berbahaya. Sedangkan pengakuan Ilmi 

Fadhila, ia merasa puas terhadap upah yang diberikan oleh 

orang tuanya, ia bisa mendapatkan uang sendiri dari 

pekerjaan tersebut dan sampingan dari jualan online.36 

Tingkat kepuasan kedua pihak akan memberikan 

dampak terhadap kelangsungan kegiatan usaha. Jika pekerja 

puas terhadap upahnya dan pemilik usaha puas dengan 

kinerja anaknya maka akan saling menguntungkan dan 

berdampak baik terhadap kegiatan usaha. Dampak terhadap 

anak antara lain: 

1. Memberikan kesan rasa puas dan rasa percaya 

terhadap kebijakan orang tua 

2. Mendapatkan pengajaran secara langsung dalam 

mengelola usaha 

3. Kepuasan terhadap upah yang didapatkan 

4. Memiliki potensi untuk melanjutkan dan 

mengembangkan kegiatan usaha. 

Dampak baik terhadap orang tua antara lain yaitu 

adanya kepercayaan yang besar terhadap anaknya, 

komunikasi baik dengan keluarga terjaga dan adanya 

keyakinan terhadap kemajuan usaha. Sedangkan dampak 

 
36 Ilmi Fadhila dan Mahmud, Wawancara, Tawangharjo, 25 Maret 2023 
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terhadap kegiatan usaha adalah semakin berkembangnya 

usaha dengan adanya kontribusi pemikiran-pemikiran 

terbaru sehingga eksistensi kegiatan usaha dapat berdiri 

kokoh dan berkembang lebih luas, baik secara pemasaran, 

peningkatan kualitas produk maupun perluasan usaha. 

Kepuasan memang menjadi hal utama yang harus 

diperhatikan, jika salah satu atau kedua-duanya tidak puas 

dengan hasil yang didapatkan, hal itu bisa memicu 

timbulnya permasalahan. Hal tersebut bisa berdampak buruk 

bagi kedua pihak maupun terhambatnya kegiatan usaha. 

Dampak buruk yang didapatkan kedua pihak antara lain: 

1. Sikap kurang percaya anak terhadap orang tua, 

begitu juga orang tua terhadap anak 

2. Terdapat kesan buruk yang timbul diantara 

keduanya 

3. Menghambat keharmonisan dalam keluarga 

4. Salah satu pihak berpotensi meninggalkan rumah 

dengan mencari pekerjaan lain 

5. Konflik internal keluarga dapat menimbulkan 

kurang puasnya konsumen terhadap pengusaha. 

Beberapa hal tersebut tentu sulit untuk dihindari, jika 

hal tersebut terjadi, secara perlahan akan memberikan 

dampak buruk terhadap kegiatan usaha. Dampak buruk 

terhadap kegiatan usaha antara lain potensi menurunya 

usaha akibat kurang mendapatkan perhatian sehingga sulit 

untuk berkembang, kerja sama yang telah dilakukan seakan 

roboh sehingga lambat laun usaha dapat mengalami 

keterpurukan. Jika hal demikian terjadi, tidak menutup 

kemungkinan usaha akan dihentikan dan pemilik usaha akan 

mencari pekerjaan lain. Dampak terhadap kegiatan usaha 

tersebut perlu diantisipasi sejak dini sebagai bagian dari 

strategi dalam pengelolaan dan menejemen kegiatan usaha. 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK 

PENGUPAHAN BAGI ANAK YANG BEKERJA PADA 

ORANG TUANYA DI KECAMATAN TAWANGHARJO 

A. Analisis Terhadap Praktik Pengupahan Bagi Anak yang 

Bekerja pada Orang Tuanya di Kecamatan Tawangharjo 

Pengupahan kerja merupakan bentuk pemberian imbalan 

dari pemberi kerja kepada pekerja atas pekerjaan yang telah 

dilakukan yang berfungsi sebagai jaminan keberlangsungan 

hidup bagi pekerja. Menurut Soedarjadi, pengupahan kerja di 

Indonesia menjamin adanya 3 (tiga) fungsi yaitu, imbalan 

sebagai timbal balik atas hasil pekerjaan, pemberian uang 

insentif sebagai motivasi peningkatan produktifitas kerja dan 

jaminan kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.1 

Dalam menentukan besaran upah untuk tenaga kerja, 

Ridwan Halim memaparkan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, antara lain yaitu:2 

1. Prestasi kerja yang dapat diukur dengan waktu yang 

terpakai, energi dan keterampilan yang disumbangkan 

secara fisik, mental, dan sosial pekerja dalam 

melakukan pekerjaanya. 

2. Melakukan survei dan perbandingan dengan 

perusahaan sejenis atas upah yang diberikan kepada 

tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang sama. 

3. Pemberian insentif, penghargaan dan bonus kepada 

tenaga kerja yang rajin dan berprestasi sehingga 

menaikkan produktivitas. 

 
1  Arrista Trimaya, “Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan 

Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”, Jurnal Aspirasi, 

Vol. 5, No. 1, 2014, 15. 
2 Ibid. 
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Pemberian upah juga harus dilakukan dengan melihat 

kebutuhan riil minimum tenaga kerja. Dalam pembahasan upah 

kerja seorang anak di tempat kerja milik orang tuanya, pekerja 

yang berstatus sebagai seorang anak harus memenuhi beberapa 

hal sehingga dapat didefinisikan sebagai pekerja/buruh. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa 

tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun masyarakat.3 

Di Indonesia, penduduk diklasifikasikan menjadi 2 (dua) 

golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Menurut 

Undang-Undang Ketenagakerjaan, mereka yang 

diklasifikasikan sebagai tenaga kerja adalah mereka yang 

berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun, sehingga mereka 

yang berusia diluar itu merupakan golongan bukan tenaga kerja. 

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di 

bawah 18 tahun.4 Oleh karenanya, batas usia minimal tenaga 

kerja di Indonesia yang diperbolehkan bekerja oleh pemerintah 

adalah usia 18 tahun. Seorang anak yang bekerja di tempat 

usaha milik orang tuanya di Kecamatan Tawangharjo memiliki 

usia yang beragam, mulai dari usia anak-anak, remaja maupun 

dewasa. Data penelitian yang diambil dari 15 (lima belas) 

narasumber pekerja (seorang anak ditempat kerja milik orang 

tuanya) di Kecamatan Tawangharjo telah memenuhi kriteria 

sebagai seorang pekerja/buruh, hal tersebut dikarenakan telah 

mencapai usia minimal 18 tahun. Selain pemenuhan kriteria 

pekerja, kriteria status pengusaha juga perlu diperhatikan dalam 

pengambilan data penelitian. 

 
3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 
4 Ibid. 
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Pengusaha dalam penelitian ini, meliputi sesorang yang 

memiliki kegiatan usaha seperti toko, warung, kios sembako, 

kegiatan usaha produksi seperti pembuatan tempe, loster angin-

angin dan kerupuk serta kegiatan usaha penyediaan jasa seperti 

cucian motor dan jahit. Berdasarkan ketentuan Undang Undang 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (5) 

menyebutkan bahwa pengusaha adalah orang perseorangan, 

persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 

perusahaan milik sendiri.5 Hal tersebut sebagaimana yang 

disampaikan oleh Andrew J. Dubrin, bahwa pengusaha adalah 

orang yang mendirikan sebuah perusahaan dengan cara yang 

inovatif yang akan memberikan banyak keuntungan bagi orang 

banyak. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan bagi 

orang-orang yang menjalankan perusahaan termasuk 

pengusaha dan para pekerja serta keuntungan bagi orang yang 

menerima produk usaha tersebut.6 

Pengusaha dapat didefinisikan sebagai pemberi kerja 

karena melalui usaha yang dimilikinya, ia dapat memberikan 

peluang kerja bagi tenaga kerja. Pemberi kerja merupakan 

seseorang, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya 

yang telah mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau 

kompensasi kepada pekerja. Berdasarkan keterangan tersebut 

maka orang tua sebagai pemilik kegiatan usaha dalam 

penelitian ini telah memenuhi kriteria sebagai seorang 

pengusaha. 

Pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan hubungan 

kerja perlu terlebih dahulu melakukan perjanjian kerja. Dalam 

ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2003 Pasal 1 angka (14) menerangkan bahwa perjanjian 

kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, 

 
5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 
6 Wida Kurniasih, Pengertian Pengusaha: Jenis, Manfaat, Sifat, Kelebihan dan 

Kekurangannya, (Gramedia Literasi Ekonomi) 
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hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja memiliki 

beberapa unsur antara lain:7 

1. Unsur pekerjaan, dalam perjanjian kerja harus ada 

pekerjaan sebagai objek perjanjian. Pekerjaan 

tersebutlah yang nantinya akan menjadi tugas dan 

kewajian pekerja yang harus dilaksanakan. 

2. Unsur perintah, dalam melaksanakan pekerjaan, 

seorang pekerja harus tunduk pada perintah 

pengusaha sesuai dengan yang diperjanjikan. 

3. Unsur upah, upah harus ditentukan dalam perjanjian 

kerja, karena upah sangat penting yang menjadi 

tujuan utama seseorang dalam bekerja. 

Perjanjian kerja yang dilaksanakan oleh pekerja seorang 

anak ditempat kerja mililk orang tuanya di Kecamatan 

Tawangharjo dilakukan secara lisan bukan tertulis, hal itu 

diperbolehkan sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja melalui pernyataan 

secara lisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur diatas yaitu 

pekerjaan, perintah dan upah. Perjanjian kerja yang dilakukan 

oleh M. Ridwan Arwani (20), Fajar Khairul (22), Khafid (22), 

Amri Muthohar (21), Nuriana Eka (21) dan Nuriani Dwi (21) 

yang masing-masing dengan orang tua mereka sebagai pemilik 

usaha. Dalam perjanjian kerja tersebut mereka menentukan 

bagian pekerjaan, waktu bekerja, ketentuan kerja dan upah kerja 

sehingga unsur perjanjian kerja telah terpenuhi dan dapat 

dinyatakan sahnya perjanjian kerja. Berbeda halnya dengan 

perjanjian kerja A. Misbahul Munir (26) dan Miftahul Firdaus 

(21) yang masing-masing dengan orang tua mereka sebagai 

pemilik kegiatan usaha. Dalam perjanjian kerja mereka hanya 

menyatakan kesediaanya untuk membantu dalam usaha orang 

tua tanpa adanya ketentuan waktu, perintah secara tegas dan 

upah, sehingga unsur perjanjian kerja tidak terpenuhi. 

 
7 Muhamad Sadi Is dan Sobandi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2020), 132. 
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Terpenuhinya perjanjian kerja mewajibkan pengusaha 

untuk memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan 

kesepakatan, hal itu merupakan timbal balik atas pekerjaan 

yang telah dilaksanakan oleh pekerja sesuai dalam perjanjian 

kerja. Upah kerja yang diberikan kepada seorang anak di tempat 

kerja milik orang tuanya sangat beragam dari bentuk upah dan 

besaran upah. Status kekeluargaan antara anak dan orang tua 

juga memungkinkan adanya perbedaan pengupahan antara anak 

dan pekerja lain. Perbedaan pemberian upah terjadi pada Amri 

Muthohar (21) yang mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- 

perminggu, sedangkan pekerja lain yang juga bekerja disana 

mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000,- perminggu. Upah 

yang diberikan kepada Amri Muthohar (21) lebih besar 

dibandingkan dengan pekerja lain. Perbedaan pemberian upah 

juga terjadi pada Khafid (22) yang mendapatkan upah setiap 

sekali pengiriman keluar kota sebesar Rp. 400.000,- sedangkan 

pekerja lain sebagai kernet mendapatkan upah sebesar Rp. 

200.000,- setiap sekali pengiriman. Upah yang diberikan 

kepada Khafid (22) juga lebih besar dibandingkan dengan 

pekerja lain. 

Perbedaan pemberian upah yang terjadi tidak lepas dari 

hubungan kekeluargaan diantara mereka. Orang tua 

memberikan lebih sebagai sarana motivasi dan semangat dalam 

bekerja, sehingga terjadi keberlanjutan dalam pengelolaan 

kegiatan usaha. Pemberian upah yang berbeda antara anak dan 

pekerja lain tidak menjadi masalah asalkan sesuai dengan 

perjanjian kerja yang disepakati, baik itu perjanjian kerja 

dengan anak sendiri maupun perjanjian kerja dengan pekerja 

lain. Meski pemberian upah yang berbeda tidak menjadi 

masalah, akan lebih baik jika orang tua sebagai pemilik 

kegiatan usaha memberikan upah semua pekerja/karyawan 

dengan upah yang sama yang didasari adanya persamaan 

perjanjian kerja, bagian pekerjaan dan waktu bekerja, sehingga 

tidak terjadi perbedaan yang akan menimbulkan kecemburuan 

maupun kekecewaan diantara para pekerja. 
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 Upah kerja yang diberikan kepada M. Ridwan Arwani 

(20) di tempat usaha milik orang tuanya sama dengan upah yang 

diberikan kepada pekerja lain disana. Upah kerja yang 

didapatkan adalah sebesar Rp. 600.000,- perbulan. Tidak 

adanya perbedaan tersebut diakibatkan adanya jenis pekerjaan 

yang sama, bagian pekerjaan yang sama dan waktu bekerja 

yang sama. Hal serupa juga terjadi pada Fajar Khairul (22) yang 

mendapatkan upah kerja sama dengan pekerja lain yaitu sebesar 

Rp. 300.000,- sekali Borongan. Dalam hal ini, orang tua 

memberikan upah kepada anaknya sama dengan pekerja lain, 

karena tugas-tugas dalam bekerja hakikatnya sama tidak ada 

perbedaan, sehingga upah yang diberikan pun sama seperti 

halnya yang disepakati dalam perjanjian kerja. 

Dalam sistem pengupahan kerja, jika perjanjian kerja dan 

pemberian upah telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan 

ketentuan tersebut, maka pekerja harus melaksanakan 

kewajiban-kewajibanya, demikian pula pengusaha harus 

menjamin perlindungan hukum bagi pekerja. Kewajiban 

sebagai seorang pekerja antara lain adalah sebagai berikut:8 

1. Melaksanakan pekerjaan dengan baik, sebagaimana 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa: Perjanjian 

kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-

syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.9 

2. Menaati tata tertib dan peraturan, sebagaimana 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa: peraturan 

perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara 

 
8 Muhamad Sadi Is dan Sobandi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2020), 78-79. 
9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 
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tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat 

kerja dan tata tertib perusahaan.10 Dengan demikian, 

pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya harus 

mematuhi tata tertib dan kebijakan yang ada. 

3. Bertindak sebagai pekerja yang baik, sebagaimana 

dalam ketentuan Pasal 1603 KUH Perdata, 

menyebutkan bahwa: si buruh diwajibkan melakukan 

pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya 

yang sebaik-baiknya, sekedar tentang sifat serta 

luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak 

dijelaskan dalam perjanjian atau reglemen, maka hal 

itu ditentukan oleh kebiasaan. Dengan demikian 

pekerja wajib melaksanakan kewajibannya dengan 

baik sesuai dengan perjanjian kerja menurut peraturan 

perundang-undangan, kepatutan atau kebiasaan.11 

Kewajiban pekerja tersebut diatas, harus diberikan timbal 

balik oleh pengusaha melalui perlindungan hukum bagi para 

pekerja. Perlindungan hukum diberikan untuk terciptanya hak-

hak dan perlindungan bagi pekerja sehingga timbal balik dalam 

mewujudkan suatu produk usaha yang unggul dapat tercipta 

dengan baik. Secara umum perlindungan hukum bagi para 

pekerja dapat dibedakan menjadi tiga hal antara lain: (1) 

perlindungan ekonomi, yang merupakan bentuk jaminan atas 

penghasilan yang cukup bagi pekerja, (2) perlindungan sosial, 

yang merupakan bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan 

berserikat serta perlindungan terhadap ketidakmampuan 

bekerja di luar kehendaknya, (3) perlindungan teknis, yang 

merupakan bentuk perlindungan terhadap keamanan dan 

keselamatan kerja.12 

 
10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 
11 Muhamad Sadi Is dan Sobandi, Hukum, 79. 
12 Zainal Asikin, dalam Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan 

Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 108. 
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Perlindungan hukum bagi pekerja tercipta dibalik 

terpenuhinya kewajiban-kewajiban pekerja dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Berdasarkan hal 

tersebut, secara tidak langsung akan terpenuhi hak dan 

kewajiban para pekerja, begitupun hak dan kewajiban 

pengusaha sehingga sama-sama terpenuhi apa yang menjadi 

bagianya. Seorang anak yang bekerja di tempat usaha milik 

orang tuanya tentu akan mendapatkan perlindungan hukum 

secara baik, sehingga yang perlu diperhatikan bagi para pekerja 

tersebut adalah dapat menjalankan pekerjaanya dengan baik dan 

maksimal sehingga tidak lalai terhadap tugasnya dengan alasan 

usaha tersebut milik orang tuanya. Hal tersebut perlu 

diperhatikan dan dipertimbangkan demi berkembangnya 

kegiatan usaha. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Bagi 

Anak yang Bekerja pada Orang Tuanya di Kecamatan 

Tawangharjo 

Upah kerja dalam hukum islam termasuk bagian dari 

akad ijarah.  ijarah merupakan akad atas manfaat yang disertai 

adanya imbalan. Umar Abdullah Kamil menyebutkan bahwa 

akad ijarah adalah:13 

جَارةَهُ بهعهوَضُ  الْمَنَافهعهُ تََلْهيْكَُ يهفهيْدهُ عَقْدُ  شَرْعًاُ الْْه  
“Akad ijarah secara istilah adalah akad yang 

mengakibatkan berpindahnya kepemilikan manfaat dengan 

imbalan (ujrah)” 

Akad ijarah dalam pengupahan terdapat rukun dan syarat 

yang harus dipenuhi untuk tercapai sah dan tidaknya akad 

tersebut. Pengupahan yang terjadi terhadap anak yang bekerja 

di tempat usaha milik orang tuanya ditinjau berdasarkan hukum 

 
13 Umar Abdullah Kamil, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Qubra wa Atsaruha fi al-

Mu’amalat al-Maliyah, (Mesir: Universitas Al-Azhar), 508. 
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islam menggunakan akad ijarah sebagai perjanjian kerja dan 

ujrah sebagai upah yang diberikan. Dalam menggunakan akad 

ijarah rukun dan syarat harus terpenuhi sehingga dapat 

dikatakan sah suatu perjanjian tersebut. Rukun dan syarat ijarah 

menurut jumhur ulama’ meliputi 4 (empat) hal antara lain: 

1. Aqid (pihak yang berakad) 

Pihak yang berakad dalam ijarah disebut musta’jir 

(penerima upah) dan mu’jir (pemberi upah). Dalam 

pengupahan kerja anak di tempat usaha milik orang 

tuanya, anak bertindak sebagai musta’jir dan orang 

tua sebagai mu’jir. Kedua pihak dalam berakad harus 

memenuhi beberapa hal, yaitu: (a) baligh (dewasa), 

usia anak harus mencapai usia baligh, sehingga perlu 

diperhatikan dalam berakad, (b) berakal, tidak dalam 

gangguan jiwa dan mental, (c) cakap melakukan 

tasharruf (mengendalikan harta), hal ini berkaitan 

dengan pengelolaan manajemen keuangan anak 

sebagai pekerja dan pengelolaan usaha sebagai 

kewajibanya, (d) saling ridha, tidak ada tekanan dari 

pihak manapun misalnya tekanan berupa paksaan 

antara anak memaksa orang tua dan orang tua 

memaksa anak. Ketentuan tersebut ada pada diri anak 

dan orang tua dalam hubungan kerja sehingga 

terpenuhilah rukun tersebut. 

2. Sighat 

Pernyataan dalam bekerja yang berupa perintah dan 

persetujuan antara orang tua dan anak harus 

terpenuhi. Pernyataan kerja anak di tempat usaha 

milik orang tua nya tidak dilakukan secara tertulis 

akan tetapi disampaikan secara lisan. Dalam Hukum 

perjanjian islam, sighat dapat berupa ucapan, utusan, 

tulisan maupun isyarat. Perjanjian yang dilakukan 

secara tertulis mempunyai kekuatan hukum yang 
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kuat, sehingga dalam suatu perjanjian semestinya 

dilakukan secara tertulis untuk menghindari 

kesalahan dan masalah yang akan terjadi. Dalam 

perjanjian pernyataan kerja seorang anak di tempat 

kerja milik orang tuanya, dirasa cukup dilakukan 

secara lisan karena kuatnya hubungan kekeluargaan 

dan kepercayaan antara anak dan orang tuanya. 

Pernyataan secara lisan dianggap sah dan berkekuatan 

hukum sehingga tetap mengikat para pihak tanpa 

menghilangkan hak dan kewajibanya. 

3. Ujrah (upah) 

Upah merupakan imbalan atas pekerjaan musta’jir. 

Besaran upah harus diketahui secara jelas, baik itu 

berupa uang maupun dalam bentuk lain. Upah yang 

diberikan kepada seorang anak yang bekerja di tempat 

usaha milik orang tuanya dapat berupa uang maupun 

upah permintaan. Upah berupa uang dapat diberikan 

secara harian, mingguan maupun bulanan.  

4. Manfaat 

Manfaat dalam akad ijarah dapat berupa jasa yang 

diberikan oleh mustajir. Dalam perjanjian kerja harus 

terdapat bentuk pekerjaan dan waktu kerja, sehingga 

pekerjaannya dilakukan secara maksimal dan sesuai 

dengan ketentuan. Seorang anak yang bekerja di toko 

milik orang tuanya dapat bekerja sebagai penjaga 

toko, demikian pula di rumah vermak dapat bekerja 

sebagai penjahit dan di tempat produksi tempe 

sebagai pengemas produk. Hal tersebut merupakan 

bagian dari manfaat sebagai kewajiban musta'jir. 

Pekerjaan yang dilakukan di tempat usaha milik orang 

tuanya sendiri diharapkan sesuai dengan kesepakatan 

kerja yang dilaksanakan maksimal dan tidak lalai atas 

pekerjaanya tersebut. 



76 
 

 

Terpenuhinya rukun dan syarat tersebut diatas 

menjadikan sahnya akad ijarah. Upah dalam akad ijarah harus 

bernilai dan diketahui para pihak sehingga terhindar dari 

gharar.14 Ketentuan mengenai diketahuinya upah oleh para 

pihak, didasarkan pada hadits Nabi SAW. beliau bersabda:15 

ُّ أَنُّ عَنْههُ الّلَهُ رَضهيَُ سَعهيْدُ  وَعَنُْ قاَلَُ وَسَلّمَُ عَلَيْههُ اللهُ صَلّى النّبه  
يْاً اسْتَأْجَرَُ مَن أهجْرَتهَهُ فَ لْيهسَمهُِ أَجه  

“Dari Abu Sa'id radhiyallah ‘anhu, sesungguhnya 

Rasulullah SAW. bersabda: Barangsiapa 

mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya” 

(HR. ‘Abd al-Razaq) 

Hadits tentang diketahuinya upah tersebut diatas 

didukung oleh hadits riwayat Imam Ahmad dari Abi Sa’id, 

bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda:16 

يْهُ اسْتهنْجَارهُ عَنهُ وَسَلّمَُ عَلَيْههُ اللهُ صَلّى اللَهُّ رَسهوْلهُ نََىَ حَتُّّ الَْْجه  
أَجْرَههُ لَههُ ي هبَيَُّّ  

“Rasulullah SAW. melarang mempekerjakan seseorang 

sebelum dijelaskan kepadanya (jumlah dan/atau 

kualitas) ujrahnya" 

 
14 Jaih Mubarok & Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Ijarah dan 

Ju’alah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 22. 
15 Abu Bakar ‘Abd Al-Razaq Ibn Hamam Ibn Nafi’ Al-Himyari Al-Yamani Al-

Shan’ani, Al-Mushannaf (Hindi: Al-Majlis Al’ilmi. 1403 H), Vol. VIII, 235. 
16 Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Al-Syaukani, Nail Al-Authar Syarh 

Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhbar (Mesir: Mushthafa Al-Babi 

Al-Halabi. 1347 H) Vol. VI, 247. 
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Hadits diatas mewajibkan adanya kejelasan besaran upah 

yang harus diketahui oleh kedua pihak. Seorang anak yang 

bekerja di tempat usaha milik orang tuanya di Kecamatan 

Tawangharjo dalam pernyataan kerja mereka, juga 

dicantumkan berapa besaran upah yang mereka dapatkan 

nantinya. Keterangan adanya besaran upah disampaikan oleh 

pekerja sebagai berikut: 

1. Luki Irwanto (21) dengan upah Rp. 40.000,- perhari.  

2. Nuriana Eka (21) dan Nuriani Dwi (21) dengan upah 

Rp. 200.000,- perminggu. 

3. Amri Muthohar (21) dengan upah Rp. 300.000,- 

perminggu. 

4. M. Ridwan Arwani (20) dengan upah Rp. 600.000,- 

perbulan. 

5. Risma Alfiana (22) dengan upah Rp. 600.000,- 

perbulan. 

6. Khafid (22) dengan upah Rp. 400.000,- setiap sekali 

pengiriman barang keluar kota. 

7. Fajar Khairul (22) dengan upah Rp. 300.000,- melalui 

sistem borongan. 

8. Ilmi Fadila (20) dengan upah Rp. 800.000,- perbulan. 

Upah yang diberikan berdasarkan keterangan diatas 

bernilai dan diketahui sejak sebelum melakukan pekerjaan. 

Selain dalam bentuk uang, upah juga harus diketahui dan 

bernilai seperti halnya upah berupa barang seperti motor yang 

diberikan kepada Risma Alfiana (22) dan Fandi Raharja (23) 

yang masing-masing bekerja di tempat usaha milik orang 

tuanya. Diketahuinya besaran upah baik berupa uang maupun 

barang dalam hubungan kerja menjadi syarat atas rukun ujrah 

tersebut, sehingga harus dilaksanakan dan tidak boleh 

diabaikan, karena hal itu menyangkut hak dari pekerja tersebut. 

Namun, dalam beberapa keterangan menyebutkan upah yang 

diberikan masih samar dan belum jelas nilainya. Upah berupa 
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uang jajan seperti uang bensin, rokok, paket data dan lainya 

dianggap masih samar karena tidak ada jumlah dan kadarnya 

secara pasti, sehingga pengupahan tersebut tidak dibenarkan. 

Pemberian upah seperti itu terjadi pada Miftahul Firdaus (21), 

Siti Inayah (19) dan A, Misbahul Munir (26). Menurut mereka, 

dalam bekerja mereka hanya berniat membantu saja, tidak ada 

hubungan kerja secara pasti, baik itu tugas dan jam kerja tidak 

ditentukan sehingga upahnya pun hanya sebatas uang jajan 

yang diberikan orang tua kepada anaknya. 

Pembayaran upah dalam hubungan kerja disebabkan 

adanya perjanjian yang dilakukan (akad ijarah) oleh pekerja 

dan pengusaha. Menurut ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah, 

wajibnya musta’jir membayar ujrah kepada mu’jir karena akad 

ijarah yang dilakukannya.17 Oleh karenanya, perjanjian kerja 

(akad ijarah) yang telah dilaksanakan mewajibkan adanya 

pembayaran upah oleh pengusaha kepada pekerja. Perjanjian 

kerja yang dilakukan seorang anak ditempat usaha milik orang 

tuanya sedikitnya memuat perintah untuk bekerja dan upah 

yang disepakati. Jika perintah untuk bekerja tidak ada, dan 

ketentuan upah dalam kondisi samar, maka dapat disimpulkan 

bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan membantu 

anak kepada orang tuanya sebatas pada hubungan 

kekeluargaan. Oleh karenanya perintah bekerja dan adanya 

upah yang disepakati merupakan unsur penting dalam 

perjanjian kerja. Pembayaran upah yang telah disepakati dalam 

perjanjian kerja harus dilaksanakan dan tidak boleh diingkari 

meskipun dengan keluarganya sendiri, hal ini mengacu pada 

kaidah fiqih yang berbunyi:18 

 
17 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh (Damaskus: Dar Al-Fikr, 

2006), Vol. V, 3.828. 
18 Jaih Mubarok & Hasanudin, Fikih, 32. 
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شهرهوطهههمُْ عهنْدَُ الَْمهسْلهمهوْنَُ  
“Umat islam terikat dengan syarat yang disepakatinya” 

Hubungan kerja yang dilakukan oleh seorang anak yang 

bekerja di tempat usaha orang tuanya pada dasarnya sama 

dengan hubungan kerja pada umumnya. Hubungan kerja yang 

seperti itu lebih sederhana mulai dari perjanjian kerja, 

pelaksanaan pekerjaan dan upah yang diberikan, sehingga tidak 

seperti di perusahaan yang ketat dalam perjanjian kerja dan 

akibat hukumnya. 

  Hubungan kerja seorang anak di tempat usaha milik 

orang tuanya berjalan baik dan sesuai dengan peraturan akad 

ijarah. Sebagai contoh, hal tersebut sebagaimana dalam 

hubungan kerja antara Fajar Khairul (22) dengan Sumini (42) 

dan Khafid (22) dengan Mustain (57). Hubungan kerja Fajar 

Khairul (22) dengan ibunya yaitu Sumini (22) diawali dengan 

perintah kerja, perintah kerja inilah yang menjadi awal dari 

perjanjian kerja antara mereka. Perjanjian kerja dilaksanakan 

secara lisan dengan pembicaraan bahwa ia diajak bekerja di 

usaha milik orang tuanya yaitu usaha rumah vermak (jahit) 

setelah lulus sekolah. Dalam pembicaraan itu disebutkan pula 

bagian pekerjaan, tugas dan waktu bekerja serta upah kerja yang 

diberikan. Ia menyetujui perjanjian kerja tersebut, sehingga saat 

ini ia bekerja secara borongan di bagian jahit dan packing. Upah 

yang diberikan secara borongan sebesar Rp. 300.000,- yang 

dapat ia kerjakan selama 5 hari. Upah yang diberikan tersebut 

tentunya berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh 

kedua pihak. Hubungan kerja tersebut sama hal nya dengan 

Khafid (22) dan bapaknya yaitu Mustain (57). Perjanjian yang 

dilakukan diawali dengan tawaran bapaknya untuk bekerja di 

tempat usahanya. Khafid (22) menerima tawaran tersebut yang 

selanjutnya membicarakan bagian pekerjaan dan upah. Pada 
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awal bekerja ia beberapa kali dilatih oleh bapaknya untuk 

melakukan pengiriman barang produksi, sehingga posisi 

tersebutlah yang menjadi bagian pekerjaanya. 

Hubungan kerja tersebut diatas telah memenuti peraturan 

dalam akad ijarah baik dalam terpenuhinya rukun dan syarat 

serta ketentuan-ketentuan dalam hukum islam. Pengupahan 

dalam hubungan kerja yang belum terpenuhi rukun dan syarat 

akad ijarah sehingga dapat dikatakan gharar sebagaimana 

contoh hubungan kerja Miftahul Firdaus (21) dan A. Misbahul 

Munir (26) yang masing-masing bekerja di tempat usaha milik 

orang tuanya. Syarat dalam rukun shighat tidak terpenuhi 

karena tidak ada ketentuan pasti terhadap bagian pekerjaan dan 

waktu dalam bekerja sehingga masih samar. Syarat dalam 

rukum upah juga tidak terpenuhi karena besaran upah tidak 

ditentukan secara pasti, apalagi ketiadaan upah yang jelas tidak 

sah dalam akad ijarah. Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi 

maka manfaat dalam rukun ijarah juga tidak dapat ditetapkan. 

Terpenuhinya rukun dan syarat ijarah menjadi ketetapan 

dalam sistem pengupahan berdasarkan hukum islam. Dalam 

sebuah kaidah fiqih disebutkan:19 

لْعَمَالهُ اهلَُْ يُههبُ  لَُ الَْْجْرهُ اهنُّ بَه  
“Sesungguhnya upah tidak wajib kecuali karena pekerjaan” 

رَُ اهسْتَ وْفَُ إهذَا الَْْجْرَُ اهسْتَ قَرُّ الْمَنَافهعَُ الْمهسْتَأْجه  
“Apabila karyawan telah mencurahkan tenaganya, maka 

ia berhak mendapatkan upah” 

 
19 Enang Hidayat, Kaidah Fikih Mu’amalah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2019), 85-86. 
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Kaidah tersebut menjelaskan hubungan antara 

melaksanakan pekerjaan dan memberikan upah. Seorang 

pengusaha yang mempekerjakan pekerja berkewajiban untuk 

memberikan upah sebaliknya pekerja yang mendapatkan upah 

harus melaksanakan pekerjaanya dengan baik. Dalam islam 

tidak diperkenankan mengingkari pembayaran upah karena 

akan merenggut hak dari pekerja. Seorang pekerja tidak boleh 

mengambil gaji buta karena itu dilarang dalam islam. Gaji buta 

timbul karena pekerjaan yang lalai dan terlalu menyepelekan 

apa yang menjadi tugasnya dalam bekerja, sehingga gaji buta 

bukan haknya seorang pekerja. Pengupahan dalam hubungan 

kerja hendaknya berdasarkan pada keadilan, sebagaimana 

dalam kaidah fiqih yang menyebutkan:20 

ُ الَْجْرَةهُ الَعْدَالهُ حَرَاسَةهُ فه  
“Upah itu harus berlandaskan pada keadilan” 

Kaidah tersebut menjelaskan tentang pemberian upah 

yang didasarkan pada rasa keadilan. Keadilan yang dimaksud 

adalah seimbangnya antara pekerjaan yang dilaksanakan 

dengan upah yang diberikan. Dasar dalam penentuan upah 

merupakan kesempatan kedua pihak berdasarkan ketentuan 

pekerjaan yang diberikan dengan melihat kondisi-kondisi 

tertentu. Kesepakatan kerja dan pengupahan kedua pihak 

diharapkan mampu mencapai rasa keadilan sebagai landasan 

mu'amalah dalam hukum islam. 

  

 
20 Enang Hidayat, Kaidah, 88. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dalam 

sistem upah kerja seorang anak di tempat kerja milik orang 

tuanya di Kecamatan Tawangharjo, dapat diambil kesimpulan 

antara lain, sebagai berikut: 

1. Pengupahan kerja seorang anak di tempat usaha milik 

orang tuanya di Kecamatan Tawangharjo dilakukan 

berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja 

dilaksanakan secara lisan dengan menyebutkan bagian 

pekerjaan, waktu bekerja dan upah yang diberikan. Upah 

kerja dapat berupa uang tunai maupun dalam bentuk lain 

sesuai kesepakatan kedua pihak. Besaran upah yang 

diberikan tergolong di bawah standar UMK, hal tersebut 

dikarenakan bentuk pekerjaan dalam kategori sektor 

informal dan waktu bekerja kurang dari 35 jam seminggu 

yang dapat kategorikan sebagai pekerja paruh waktu. 

Dalam perjanjian kerja unsur pekerjaan, unsur perintah 

dan unsur upah harus dipaparkan dalam perjanjian kerja 

sehingga jelas maksud dan ketentuanya. Terpenuhinya 

ketiga unsur tersebut dalam perjanjian kerja mewajibkan 

pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja 

sesuai dengan kesepakatan, hal itu merupakan timbal 

balik atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.  

2. Pengupahan dalam hukum islam harus terpenuhi rukun 

dan syarat ijarah. Dalam hubungan kerja seorang anak di 

tempat usaha milik orang tuanya, pemberian upah wajib 

dilaksanakan jika terdapat perjanjian kerja (akad) yang 

terpenuhi rukun dan syaratnya. Pemberian upah 

berdasarkan perjanjian kerja kedua pihak dengan 

berlandaskan prinsip keadilan. Hubungan kerja anak dan 

orang tua yang tidak dilakukan dengan perjanjian kerja 

hanya dikategorikan membantu, sehingga ketentuan 
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kerja tidak terikat dan upah tidak wajib diberikan. 

Pelaksanaan perjanjian kerja diawali dengan sighat 

(pernyataan kerja) kedua pihak sebagai ikatan perjanjian 

kerja dengan disertai ketentuan besaran upah dan 

kewajiban kerja. Terpenuhinya perjanjian kerja (akad), 

dapat memberikan hak kepada pekerja untuk menuntut 

upah yang dijanjikan, sebaliknya jika perjanjian kerja 

(akad) tidak terpenuhi dan dalam kondisi samar maka 

pengusaha tidak wajib memberikan upah. Prinsip 

pemberian upah kerja mengutamakan keuntungan kedua 

pihak dalam hubungan kerja. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian 

mengenai sistem upah kerja seorang anak di tempat kerja milik 

orang tuanya di Kecamatan Tawangharjo, antara lain: 

1. Perjanjian kerja hendaknya dilaksanakan baik secara 

lisan maupun tertulis dengan menyebutkan ketentuan 

kerja dan ketentuan pengupahan. Perjanjian kerja tidak 

boleh dilalaikan dengan alasan kekeluargaan, karena 

dalam pekerjaan pengusaha menuntut adanya 

keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan dan 

pekerja menuntut adanya upah. 

2. Bagi pekerja, hendaknya melakukan kewajiban dan 

tanggungjawabnya dengan baik. Meskipun pekerja 

berstatus sebagai anak pemilik usaha, hendaknya 

pekerjaan dilaksanakan secara maksimal sebagai bekal 

pengajaran dan pengalaman kerja. 

3. Bagi pengusaha, hendaknya memberikan upah dengan 

bijak dan menjamin perlindungan hukum bagi semua 

pekerja termasuk anaknya sendiri. Pengusaha dalam 

mempekerjakan anaknya diharapakan mampu 

memberikan motivasi dan semangat sebagai upaya 

meningkatkan perkembangan anak. 
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C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT.  atas 

limpahan rahmat, hidayah, kenikmatan dan kekuatan kepada 

penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. 

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa 

penulisan skripsi ini masih jauh dari kata baik dan sempurna. 

Pemaparan hasil penelian yang dilaksanakan, tentunya masih 

banyak kekurangan, sehingga penulis meminta maaf atas segala 

kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, mulai 

dari awal hingga akhir. Kritik dan saran sangat diharapkan, 

demi perbaikan penulisan skripsi ini. Harapan penulis, semoga 

penulisan ini dapat bermanfaat sehingga dapat menjadi bagian 

dari luasnya ilmu dan pengetahuan. 
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